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Islam  sangat  membuka  jalan  dan  tidak  menginginkan  manusia 
mempersulit  diri  karena  sesungguhnya  Allah  swt.  tidak  suka  dengan  
manusia yang  mempersulit  diri. Ajaran Islam sangat bijaksana dan 
sempurna mengenai permasalahan dan solusi hidup dan kehidupan. Secara 
khusus permasalahan perkawinan Allah SWT berfirman dalam Q.S (Al-
Rūm: 21) : 
َها َوَجَعَل بَ يْ َنُكم مََّودًَّة  ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ َوِمْن آََيتِِو َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ِلَك ََلََيٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن  ۚ  َوَرْْحَةً   ِإنَّ ِف ذََٰ
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.
1
 
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 
Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan 
bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
2
 
Dalam  hal  ini  Islam  banyak  mengatur mengenai  hal  perkawinan   yang  
bertujuan  untuk  membentuk   keluarga  yang bahagia  dunia maupun 
akhirat di bawah cinta kasih dari ridho Allah swt. Dan tujuan  lain  dari  
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pernikahan  ialah  ingin  membentuk  generasi  yang  bermanfaat untuk   




Menurut Paul Scholten  yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro 
Hamidjojo, SH dan Asis Safioedin, mengemukakan perkawinan adalah 
suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup 
bersama dengan kekal yang diakui oleh negara, Indonesia merupakan 
daerah yang prevelensi perkawinan usia dini terbilang cukup tinggi. 
Indonesia bahkan merupakan salah satu Negara yang tertiggi prevelensi 
perkawinan usia dini di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
4
  
Berdasarkan observasi penulis ke Pengadilan Agama Palangka 
Raya dan melakukan wawancara dengan petugas terkait dispensasi nikah 
bahwa masih terjadi kejadian dan permasalahan yang timbul yaitu 
dikarenakan hamil duluan kemudian mengajukan dispensasi nikah. Pada 
tahun 2020 tentang Dispensasi nikah sebab hamil, Pada kasus tersebut rata-
rata umur kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal untuk   
melangsungkan   perkawinan. Dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama 
Palangka Raya telah mengabulkan Pemohon WK atas pasangan AA dan AI 
yang terdapat pada nomor perkara 15/Pdt.P/2020/PA.Plk terkait dispensasi 
kawin sebab hamil, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk 
dilangsungkan karena sat itu calon istrinya tersebut sudah hamil 5 (lima ) 
bulan. Kemudian pada nomor perkara 11/Pdt.P/2020/PA.Plk pemohon EH 
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atas pasangan AF dan SNP bahwa permohonan tersebut dikarenakan 
mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena saat ini Calon Istri telah 
hamil 24 minggu. Dan terdapat nomor perkara 97/Pdt.P/2020/PA.Plk 
pemohon GH atas pasangan AGS dan DAF bahwa pernikahan tersebut 
mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah menjalin hubungan 
sekitar 1 tahun dan calon istri sudah hamil 7 (tujuh) minggu. sedangkan 
Dalam pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tidak terdapat 
atau pun menyinggung masalah dispensasi kawin sebab hamil.
5
  
Diantara permasalahan perkawinan yang terjadi adalah berkaitan 
dengan ketentuan pada Revisi UUP Pasal 7 ayat 2 No. 16 Tahun 2019 
tentang perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal ini terjadi penyimpangan 
terhadap ketentuan umur sebagai dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak 
pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 
pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung 
yang cukup”. jadi, disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai 
laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin 
ke Pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti 
pendukung yang cukup.
 6
   
Dalam hal ini kata “Mendesak” merupakan pengecualian dari 
Revisi UUP Pasal 7 ayat 1 No. 16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya 
diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai mencapai umur 19 
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 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan 





(sembilan belas) tahun “
7
 Antisipasi dispensasi kawin pada Revisi UUP 
pasal 7 ayat 2 no 16 Tahun 2019 diperuntukan bagi pasangan dibawah 
umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya 
diperkirakan jarang terjadi. dengan adanya persoalan tersebut menjadi 
alasan  dan dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin 
dari tahun ketahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau 
darurat. 
Arti kata mendesak dalam hukum islam adalah darurat yang 
diambil dari kata  ض dan   ر ialah mudarat atau suatu musibah yang tidak 
dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat menahannya.
8  
Abu Bakar al-Jasas ketika berbicara tentang kelaparan yang parah 
beliau mengatakan bahwa darurat disini adalah rasa takut akan ditimpa 




Mustafa al-Zahqa‟ mengemukakan definisi darurat sebagai Sesuatu 
yang berakibat bahaya, jika dilanggar sebagaimana halnya dalam keadaan 
yang terpaksa dan ketika khawatir akan kebinasaan kerena kelaparan.
10
 
Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa darurat 
ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang 
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menimpa manusia, sehingga membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan 
atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, 
harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak ada jalan 
lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang 
diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari 
kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar 
dari syarat-syarat yang ditentukan. Definisi tersebut mencakup semua jenis 
kemudaratan, yaitu kemudaratan yang berkaitan dengan makanan yang 
mengenyangkan dan obat, melakukan sesuatu perbuatan di bawah tekanan 
teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya.
11
 
Dari beberapa definisi-definisi yang telah dikemukan oleh ahli 
bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa darurat adalah kebutuhan yang 
sangat mendesak. Secara terminologi, darurat itu mempunyai banyak 
definisi yang telah dikemukakan oleh pakar hukum Islam, tetapi definisi-
definisi tersebut hampir sama maknanya. Dalam kasus permohonan 
dispensasi kawin, pemohon sebagai orang tua menggunakan alasan hamil 
sebelum menikah. Hal itu tidak akan terjadi apabila orang tua bertanggung 
jawab penuh untuk mengontrol dan mengarahkan anaknya sampai anak itu 
dewasa dan siap mental, material serta fisik untuk menikah.  
Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa darurat adalah suatu 
keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangatan yang menimpa diri 
seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau penyakit 
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terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu untuk 
mengatasinya dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan yang 
wajib.
12
 Disebutkan bahwa mendesak atau darurat dalam hukum islam 
adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangatan yang 
menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan 
atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika 
itu untuk mengatasinya dibolehkan melakukan yang haram atau 
meninggalkan yang wajib.  
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya 
memberikan dispensasi kawin sebab hamil dengan alasan mendesak jika 
kehamilan akibat perbuatan zina, yang diperoleh hanyalah aib. Baik kepada 
si pelaku maupun buat keluarga. Demi menghindarkan stigma negatif di 
masyarakat, tak jarang kedua insan pelaku zina tersebut dinikahkan. 
persoalan tersebut nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau 
darurat. Seiring meningkatnya kasus zina di kalangan anak muda, kejadian 
hamil di luar nikah seolah bergeser dari aib menjadi hal yang biasa. 
Sehingga pada kesempatan tersebut.  
Berdasarkan fakta-fakta data diatas, maka penulis mengangkat 
judul tentang PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN 
DISPENSASI KAWIN KATA “MENDESAK” DALAM PASAL 7 
AYAT 2 UNDANG - UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN 
ATAS UNDANG - UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG 
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PERKAWINAN (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama 
Palangka Raya) 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka dalam 
penelitian ini dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Alasan Mendasar Mengapa Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya  
memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 
Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang - Undang 
No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? 
2. Bagaimana Kajian Hukum Terhadap Dispensasi Kawin Kata 
“Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 
Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan  oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Alasan Mengapa diberikannya Dispensasi Kawin 
Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 
2019 Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan di Pengadilan Agama Palangka Raya; 
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kajian Hukum Kata “Mendesak” Dalam 
Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas 
Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 






D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis ataupun 
secara praktis. 
1. Kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah: 
a. Penelitian ini dilakukan untuk memberi kontribusi ilmiah bagi dunia 
akademik  dalam  bidang  hukum  Islam,  khususnya  bagi  Program 
Magister Studi Hukum Keluarga (al-Ahwal asy-Syakhshiyyah), 
berkaitan pertimbangan Hakim memberikan dispensasi kawin Kata 
“Mendesak” dalam Pasal 7 ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 
2019 perubahan atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan;  
b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum kelurga terkait 
dengan persoalan Dispensasi Kawin. 
2. Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah 
c. Penelitian   ini   bertujuan   memberikan   masukan   bagi   lembaga 
peradilan agama perihal bagaimana pertimbangan Hukum Pengadilan 
Agama dalam menyelesaikan kasus atau perkara permohonan 
dispensasi kawin sebab hamill dengan alasan Kata “Mendesak” yang 
diajukan kepadanya; 
a. Penelitian  ini  secara  praktis    menjadi  landasan  hukum  bagi  para 
hakim yang mengabulkan perkara dispensasi kawin Kata 
“Mendesak”, argumen dan solusi oleh Hakim Pengadilan Agama 







A. Kerangka Teori 
1. Pengertian Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 
itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 
Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan 




Berkaitan dengan teori Pertimbangan hakim dalam teori ini, 
Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan harus 
mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan 
sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung 
jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada 
keadilan hukum (legal justice).
14
 Aspek yuridis merupakan aspek pertama 
dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim 
sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan 
mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang 
dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, 
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bermamfaat ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab 
salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
15
   
Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada 
kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan 
tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan 
sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan 
yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam 
masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak 
mengikuti asas lagalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga 




Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 
paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 
untuk memperoleh  kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan 
itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan 
adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya 
bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan 
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Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 
didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 
didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran 
teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum 
kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui 
putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
18
  
Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan 
Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum 
syara‟. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, 
misalnya Undang- Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu 
urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan 
dari UU Nomor 1 Tahun 1974.  
Dasar hukum syara‟ bersumber dari al-Qur‟an, hadits, atau Qaul 
Fuqaha‟. Sumber al Qur‟an yang diterjemahkan menurut bahasa hukum 
harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Mengutip hadits 
harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan 
disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebutkan juga 
siapapengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, 
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Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain 
adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada 
masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga 
oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus 
dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 
14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat 
ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari 
putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya 
perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh 
hakim.  
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 
dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 
dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.
 20
 
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 
memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah 
tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 
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putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan 
tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya 
perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
21
 
Suatu putusan dapat dinilai cacat tidaknya ditinjau dari asas-asas 
putusan yang diambil dalam pertimbangan hakim. Pada hakikatnya asas-
asas  tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : 
a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci  
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus bedasarkan 
pertimbangan yang jelas dan cukup.  Putusan yang tidak memenuhi 
ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup 
pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd.  Alasan yang dijadkan 
pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-
undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.
22
   
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan 
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasan Kehakiman 
memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan 
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memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.  
b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan  
Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan 
mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.  Tidak boleh hanya 
memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan 
selebihnya.
23
   
c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan  
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang 
dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut ultra petitum partium.  
Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap 
telah melampaui batas wewenang atau ultar vires yakni bertindak 
melampaui wewenangnya.  Apabila putusan mengandung ultra petitum, 
harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim 
dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan 
umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi 
dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak 
sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik.
24
  
d. Diucapkan di muka Umum  
Pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur 
sejak awal sampai akhir (putusan dijatuhkan). Persidangan dan putusan 
diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di 
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muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari 
asas fair trial. Pemeriksaan persidangan yang terbuka dari awal sampai 
akhir dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. 
Dalam perkara perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup untuk 
umum, tetapi putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka 
untuk umum.
25
   
2. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah 
a. Pengertian Dispensasi Nikah 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti 
pengecualian dari   peraturan   umum   untuk   satu   keadaan   khusus,   
pembebasan   dari   suatu kewajiban atau larangan.
26 Dalam hal ini 
dispensasi dibenarkan apa-apa biasanya dilarang oleh pembuat 
Undang-Undang. Pernikahan dibawah umur atau dispensasi kawin 
adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon 
yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang ditentukan 
oleh undang-undang perkawinan.
27
 Dispensasi merupakan bentuk dari 
keringanan, maksud dari dispensasi nikah adalah keringan yang berlaku 
bagi pasangan calon suami istri yang belum bisa menikah karena umur 
mereka belum mencapai batas dibolehkannya menikah. Adanya 
dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami istri 
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yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon 
mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan ijin 
dispensasi nikah kepengadilan agama untuk mendapatkan izin, disini 
hakim memutuskan membolehkan atau tidak setelah medengarkan 
kesaksian dan alasan pemohon. 
Dalam penjelasan umum Revisi UUP No. 16 Tahun 2019, 
dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk 
mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi 
anak menurut undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak adalah sesorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. 
Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi 
wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan 
keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu 
dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh 
kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta 
mengakses pendidikan setinggi mungkin.
28
 
Revisi UUP No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia 
perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun,  
sebagaimana disebutkan diatas dan tidak merinci lebih jauh dalam hal ada 
seseorang yang pernah menikah, kemudian bercerai, dan yang 
bersangkutan ingin menikah kembali, namun umurnya belum mencapai 
usia perkawinan yang ditetapkan. Mahkamah Agung RI menuai persoalan 
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tersebut didalam pasal 1 ayat (1) Revisi UUP No. 16 Tahun 2019 
dispensasi kawin. Anak yang mesti mengajukan permohonan dispensasi 
kawin sebelum menikah adalah anak yang belum berumur 19 (sembilan 
belas) tahun atau belum pernah kawin menurut perundang-undangan.
29
  
b. Lahirnya Dispensasi Perkawinan Revisi UUP Pasal 7 No 16 Tahun 2019 
tentang Perkawinan 
Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UUP No. 16 Tahun 
2019, dalam praktiknya masih menyisakan problematika baik yang 
berhubungan dengan substansi UU Perkawinan maupun kesadaran 
masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan 
jaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan 
berbangsa. Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah praktik 
perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan 




Disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktik 
perkawinan anak, masalah regulasi atau pengaturan usia perkawinan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Revisi UUP No. 16 Tahun 
2019 dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan. 
Beberapa implikasi perkawinan anak diantaranya: anak harus putus 
sekolah sehingga tidak dapat bekerja secara layak, adanya diskriminasi 
usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, perempuan yang masih 
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berusia 16 tahun atau kurang dari 16 tahun sangat rentan terhadap risiko 
gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan, dan lainnya.  
Permasalahan perkawinan anak menjadi tantangan bagi Negara 
dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 
Perlindungan Anak), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak. Untuk itulah 
praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan harus segera 
dihentikan dan harus ada kebijakan untuk menyelematkan generasi ke 
depan dengan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) Revisi UUP No. 16 
Tahun 2019. Itu sebabnya, UU Perkawinan ini telah di judicial review di 
Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. 
31
 
Judicial review tehadap Pasal 7 ayat (1) Revisi UUP No. 16 
Tahun 2019 telah dikabulkan  oleh  Mahkamah Konstitusi melalui 
putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena pasal tersebut diskriminatif dan 
tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait 
kesamaan hak di depan hukum serta UU Perlindungan Anak yang 
menyebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak 
dasar yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam 
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belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Setidaknya ada 
dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi.  
Pertama, menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun 
adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi menusia, serta 
merupakan bentuk eksploitasi pada anak. Kedua, memerintahkan kepada 
pembentuk undangundang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya yang 
berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Memperhatikan 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, 
dibutuhkan pemikiran dan hasil kajian/penelitian yang komprehensif 
dalam memberi solusi atas batas usia pernikahan anak perempuan. Serta 
mempertimbangkan jangka waktu dalam melakukan perubahan UU 
Perkawinan guna memberi kepastian hukum.  
Uraian dan pertimbangan serta putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah untuk menyusun Naskah 
Akademik ini sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang 
menjadi landasan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang 
Perubahan terhadap UU Perkawinan.
32
   
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 
memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) 
tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan 
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tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memperhatikan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, dibutuhkan 
pemikiran dan hasil kajian/penelitian yang komprehensif dalam memberi 
solusi atas batas usia pernikahan anak perempuan. Serta 
mempertimbangkan jangka waktu dalam melakukan perubahan UU 
Perkawinan guna memberi kepastian hukum. Uraian dan pertimbangan 
serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan bagi 
Pemerintah untuk menyusun Naskah Akademik ini sesuai dengan teknik 
penyusunan Naskah Akademik yang menjadi landasan bagi penyusunan 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap UU 
Perkawinan.
33
   
Dengan persetujuan bersama Dewan Pewakilan Rakyat RI dengan 
Presiden Republik Indonesia telah memutuskan Revisi UUP No. 16 
Tahun 2019 telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, Revisi 
UUP No. 16 Tahun 2019  yang direvisi dalam undang undang tersebut 
adalah pasal 7 tentang usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 
19 tahun yang semula usia untuk laki-laki 19 tahun.
34
  
Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di indonesia 
menurut undang-undang noor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
(selanjunya disebut UUP) yang telah diubah dengan undang-undang no 16 
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tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan (selanjutnya disebut revisi UUP) adalah berkaitan 
dengan usia perkawinan calon mempelai baik pria maupun wanita telah 
mencapai usia 19 (sembilan belas ) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 7 
ayat 2 UUP No. 16 Tahun 2019, jika terjadi penyimpangan dari 
persyaratan usia perkawinan tersebut diatas, mka perkawinan baru dapat 
dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua 
atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum menapai 
usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agam, 
bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama 
lain. 
Dalam pasal 2 dan 3 Revisi UUP No. 16 Tahun 2019 disebutkan 
bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat 
mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan 
alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. 
Setelah mendengarkan pendapat kedua orang tua calon mempelai yang 
akan menikah, pengadilan memerikan dispensasi kawin harus berdasarkan 
semangat mencegah pernikahan anaka dengan pertimbangan moral, agam, 




Diantara alasan yang sering dikemukakan didalam permohonan 
dispensasi kawin adalah hubungan diantara calon mempelai pria dan 
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calon mepelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika 
anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus kedalam 
perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam. Dalam mengadili 
perkara permohonan dispensasi kawin, pengadilan agama sering kali 
mempertimbangkan antara dua kemudharatan kemudharatan yang terjadi 
akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan 
yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.
36
 
Di indonesia pengaturan yang mengatur tentang dispensasi nikah 
adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 7 
ayat 1 yang berbunyi : 
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 
2. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai 
dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak 
wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan 
sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai 
yang akan melangsungkan perkawinan. 
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (3) dan 
ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai mengenai permintaan 
dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak 
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c. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 
Dalam peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili 
permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana pada BAB I Ketentuan 
Umum Pasal 1 adalah : 
1) Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah 
kawin menurut peraturan perundang-undangan. 
2) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang 
domohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung 
dari calon suami/istri. 
3) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 
4) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan yang maha esa. 
5) Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan 
kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk 
melangsungkan perkawinan. 
6) Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus 
dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, 
kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 
7) Pendamping adalah seorang atau kelompok atau oraganisasi yang 
dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 
mendampingi anak dengan tujuan agar anak mer\asa aman dan 
nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta 
tanggung jawab dalam perkawinan. 
8) Pekerja sosial Profesional adalah sesorang yang bekerja, baik di 
lembaga pemerintahan maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan 
profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan soail yang 
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik 
pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 
masalah sosial anak. 
9) Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan di latih 
secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan 
penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di 
lembaga pemerintah maupun swasta, pekerja ruang lingkup 





10) Pengadilan adalah pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar‟iyah.
 38
   





d. Asas dan Tujuan hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin dalam 
pasal 2 dan 3 yang berbunyi : 
1) Kepentingan terbaik bagi anak; 
2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak; 
3) Penghargaan atas pendapat anak; 
4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 
5) Non-diskriminasi; 
6) Kesetaraan gender; 
7) Persamaan didepan hokum; 
8) Keadilan; 
9) Kemanfaatan; dan 
10) Kepastian hukum. 
  
Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk : 
1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; 
2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang ,elindungi hak anak; 
3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan 
perkawinan anak; 
4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi 
pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan 
5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi 
Kawin di Pengadilan. 
 
e. Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin  
Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara 
dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah 
buku II (Pedoma Pleaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 
). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan 
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dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut buku II adalah sebagai 
berikut.
39
   
1) Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum 
mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin 
kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut. 
2) Dispensasi untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita 
dapat diajukan secara bersama sama kepada pengadiln agama yang 
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki 
dan/atau wanita tersebut. 
3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah 
mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya 
dan ; 
4) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir ; dan 
5) Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam 
bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk 
kasasi.   
 
3. Nikah Sebab Hamil Dalam Hukum Islam. 
a. Pengertian Nikah Sebab Hamil 
Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang 
sedang hamil dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status 
nikah atau masa Iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki 
yang sudah mengakibatkan kehamilannya. Kehamilan yang tidak  
diinginkan (KTD) adalah suatu kehamilan yang karena suatu sebab, 
maka keberadaaannya tidak di inginkan oleh salah satu atau kedua calon 
orang tua bayi tersebut. KTD disebabkan oleh faktor kurangnya 
pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses terjadinya 
kehamilan dan metode pencegahan kehamilan akibat terjadinya tindak 
perkosaan dan kegagalan alat kontrasepsi. Idealnya kehamilan terjadi 
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karena memang diharapkan oleh pasangan, pada kenyataannya , 
kehamilan dapat terjadi diluar rencana dan harapan perempuan, 
diantaranya terjadi karena ibu yang menderita penyakit tertentu, atau bayi 
diduga akan lahir cacat, atau indikasi psikologis, seperti depresi berat 
atau ada konflik batin atau ketakutan, kehamilan usia dini.
40
 
Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
(Hight Curiousiti) remaja cenderung ingin berpetualang berjelajah segala 
sesuatu yang mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. 
Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa 
menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering 
dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah sek-
sualitas. Perkembangan zaman saat ini ikut mempengaruhi perilaku 
seksual dalam berpacaran remaja. Hala ini dapat dilihat misalnya bahwa 
hal-hal yang ditabukan oleh remaja pada beberapa tahun yang lalu, 
seperti berciuman dan bercumbu kini telah dibenarkan oleh remaja 
sekarang. Bahakan ada sebagian kecil dari mereka setuju dengan free 
sex. Kondisi tersebut cukup menghawatirkan mengingat perilaku tersebut 
dapat menyebabkan kehamilan tidak di inginkan (KTD) yang selanjutnya 
memicu praktek aborsi yang tidak aman, PMS dan HIV/AIDS bahkan 
kematian. 
Kehamilan pada usia dini dibawah umur 19 tahun tentu saja 
beresiko, remaja yang hamil, apalagi bila kehamilan tersebut tidak 
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diinginkan, secra psikologis belum matang, berkibat perawatan diri dan 
kehamilan tidak optimal, kehamilan remaja beresiko meningkatkan lahir 
mati, kelahiran kurang bulan (Premature) , bayi berat lahir rendah, resiko 
keracunan kehamilan, dan yang pasti mengurangi kesempatan si ibu 
mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Kehamilan usia dini, selain 
berakibat kurang baik bagi tubuh, juga berakibat hilangnya kesempatan 
untuk mendapat pendidikan formal. Padahal, pendidikan formal yang 




Alangkah baiknya jika sekolah-sekolah tetap mau menerima 
siswa yang hamil, atau minimalnya memberikan cuti, bukannya 
mengeluarkan. Alangkah malangnya siswa/i yang hamil/menghamili, 
yang telah mengalami berbagai masalah berat, harus diperberat 




b. Larangan Pernikahan Hamil diluar Nikah Menurut Fiqh Islam 
Islam berusaha sungguh-sungguh agar masyarakat muslim 
menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang 
mebinasakan. Seperti zina, oleh karena itu islam berusaha mengeringkan 
sumber sumber kerusaqkan dan menutup celah-celah yang menuju 
kepadanya. Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, 
seperti Ikhtilah ( percampuran antara laki-laki dan perempuan ) yang 
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diharamkan dan khalwat dan merusak. Sedangkan yang dimaksud dengan 
kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar 
nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh 
laki-laki yang bukan menghamilinya.
42
 
1) Imam Malik  
Pandangan mazhab Maliki tentang hukum perkawinan dengan 
wanita hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara 
perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang 
menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina  dengan  
laki-laki  yang  tidak  menghamilinya.  Dalam  kasus  yang  pertama, 
mazhab Malik memperbolehkannya, hal ini berdasarkan firman Allah 
SWT : 
 ذََِٰلكَ  َوُحرِّمَ  ۚ  ُمْشرِك  الزَّاِن ََل يَنِكُح ِإَلَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ََل يَنِكُحَها ِإَلَّ َزاٍن أَْو 
   اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina,  atau  perempuan  yang  musyrik;  dan  perempuan  yang  
berzina tidak  dikawini  melainkan  oleh  laki-laki  yang  berzina  atau  
laki-laki musyrik,  dan  yang  demikian  itu  diharamkan  atas  oran-




Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan 
wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan 
akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili 
dan sekaligus menikahinya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita 
tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad 
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nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak 
kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus 
menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu 
sebagai anaknya. 44 
Akan tetapi, kalau laki-laki yang akan menikahi wanita hamil 
karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Malik 
berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang 
digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang 
digauli secara syubhat.
 
Wanita tersebut harus mensucikan dirinya 
dalam waktu yang sama dengan “iddah” wanita yang ditalak 
suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Kalau 
dilakukannya had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia 
mensucikan dirinya terhitung sekali haid.
45
 Sedangkan bagi wanita 
hamil akibat zina, iddahnya sampai ia melahirkan anaknya.
 46
 
Dengan demikian dalam pandangan Imam Malik iddah wanita 
hamil karena zina sama dengan iddah wanita hamil dari pernikahan 
yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang subhat, pandangan 
Imam Malik tentang kewajiban “iddah” wanita hamil diluar nikah 
tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman 
Allah SWT dalam syrat at-Talaq ayat 4 yaitu : 
 ًرا يُسْ  أَْمرِهِ  ِمنْ  لَّوُ  ََيَْعل اّللََّ  يَ تَّقِ  نَومَ  ۚ  َلُهنَّ ْحَْ  َيَضْعنَ  َأن َأَجُلُهنَّ  اْْلَْْحَالِ  َوأُوََلتُ 
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 “dan perempuan- perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (Q.S At-Thalaq: 4).
47 
 
Oleh karena itu, wanita hamil karena zina mempunyai iddah 
maka apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina 
dengan laki-laki selain yang mengahmilinya, maka akaq nikahnya 
fasid dan wajib dibatalkan.
48
 
Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pandangan mazhab 
Maliki larangan manikahi wanita hamil karena zina tersebut adalah 
karena kehamilannya, yakni ia mempunyai iddah sampai wanita 
tersebut melahirkan anak dalam kandungannya, bukan karena 
statusnya sebagai seorang pezina. Hal ini mengandung pengertian 
bahwa, dalam pandangan Imam Malik, ungkapan “wahurrima zalika 
„ala al- mukmin” (laki-laki  yang berzina  tidak  mengawini 
melainkan  perempuan  yang berzina,  atau  perempuan  yang  
musyrik,  dan  perempuan  yang  berzina  tidak dikawini melainkan 
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin). 
Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa  hukumnya  tidak  sah  
menikahi  wanita  hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-
laki yang menghamilinya, apalagi ia  bukan  yang  menghamilinya.  
Bila  akad  nikah  tetap  dilangsungkan  dalam keadaan hamil, akad 
nikah itu fasid dan wajib difasakh. Menurut Abdul Wahab Khallaf, 
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bahwa apabila Al-Quran dan As-Sunnah mengisahkan tentang suatu 
hukum buat umat sebelum umat Nabi Muhammad, maka hukum-
hukum tersebut berlaku pula buat kita. contoh yang paling sering kita 
dengar adalah ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah ayat 183 yang 
menjelaskan bahwa puasa ternyata telah diwajibkan pula kepada para 
umat terdahulu, sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. 
Kemudian bila di dalam al-qur‟an ada penjelasan bahwa hukum 




2) Ulama Hambali 
Hanafi, Imamiyah dan Hambali menyatakan: anak perempuan 
hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak 
perempuan yang sah. Sebab anak perempuan tersebut merupakan 
darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat 
(„urf) dia adalah anaknya sendiri tidak diakuinya ia sebagai anak 
orang syar‟i, dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak 
kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud ialah menafikan 
akibat-akibat syar‟inya saja, misalnya hukum waris dan memberi 
nafkah. Hanafi hambali berpendapat bahwa zina itu menyebabkan 
keharaman Mushaharah, maka kalau anak seorang laki-laki 
melakukan zina dengan seorang perempuan maka laki-laki itu haram 
mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinahinya itu. 
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Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak 
laki-laki dari pria yang menzinahinya.
 50
   
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah 
menikahi wanita yang diketahui  telah  berbuat  zina,  baik  dengan  
laki-laki  bukan  yang  menzinainya terlebih  lagi  dengan  laki-laki  
yang  menzinainya,  kecuali  wanita  itu  telah memenuhi dua syarat 
berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya  
habis  dengan  melahirkan  kandungannya.  Bila  akad  nikah 
dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak 
sah.kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. 
51
  
Perkawinan  wanita  hamil  karena  zina tidak  boleh  
dilakukan,  apabila  tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik 
dengan laki-laki yang bukan menghamilinya,apa lagi dengan laki-laki 
yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut 
bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan 
wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang 
menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak 
melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa 
dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungya sesuai 
dengan pendapat ulama Hanabilah. 
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c. Pernikahan Akibat Hamil diluar Nikah Menurut Undang-Undang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan Pernikahan 
Akibat Hamil diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) 
Pernyataan Implisit dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang 
disebarluaskan dengan impres no 1 tahun 1991 dalam KHI terdapat BAB 
VIII pasal 53 ayat 1,2. 
1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria 
yang menghamilinya. 
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 52
 
Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena ziana 
dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
indonesia. 
4. Konsep Darurat dan Maslahat Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Darurat Dalam Hukum Islam 
Darurat menurut bahasa dari kata  ض dan ر yang berarti mudarat 
atau suatu musibah yang tidak dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat 
menahannya.  Ibnu Faris dalam Mu‟jam Maqayis al-Lugah mengatakan 
bahwa    ر  ۚ    ض yang terdiri dari dua huruf yaitu الضا dan اَلَراء mengandung 
                                                             
52






tiga pengertian pokok, yaitu pertama: خالفاالنفع (lawan kata manfaat), 
kedua: (berhimpunnya sesuatu) dan yang ketiga: القوة (kekuatan).
53
 
Abu Bakar al-Jasas ketika berbicara tentang kelaparan yang parah 
beliau mengatakan bahwa darurat disini adalah rasa takut akan ditimpa 




Mustafa al-Zahqa‟ mengemukakan definisi darurat adalah Sesuatu 
yang berakibat bahaya, jika dilanggar sebagaimana halnya dalam 




Al-Furu‟ juga mengemukakan definisi darurat ialah sampainya 
seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi 
sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa, dan keadaan ini 
membolehkan seseorang merubah yang haram.
56
 
Oleh karena itu, dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa 
darurat adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangatan 
yang menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan 
kerusakan atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, 
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sehingga ketika itu untuk mengatasinya dibolehkan melakukan yang 
haram atau meninggalkan yang wajib.
57
 
Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi darurat ialah 
datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa 
manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu 
yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang 
bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak ada jalan lain kecuali 
mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau 
menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratan yang 




Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini mencakup 
semua jenis kemudaratan, yaitu kemudaratan yang berkaitan dengan 
makanan yang mengenyangkan dan obat, melakukan sesuatu perbuatan 
di bawah tekanan teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta 
dan sebagainya. 
2. Dasar Hukum Darurat 
Al-Quran telah menjelaskan tentang kondisi darurat itu adanya 
pembolehan bagi segala yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat 
sebagaumana dalam Firman Allah : 
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َا َحرََّم  َم َوَلََْم اْْلِنزِيِر َوَما أُِىلَّ ِبِو ِلَغْْيِ اّللَِّ ِإَّنَّ َتَة َوالدَّ  َوََل  ََبغٍ  َغي ْرَ  اْضطُرَّ  َفَمنِ  ۚ  َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
 يم  رَّحِ  َغُفور   اّللََّ  ِإنَّ  ۚ  َعَلْيوِ  ِإثَْ  َفَل  َعادٍ 
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 
Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 
dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak 





Menurut al-Sa‟ad, makna firman Allah “Tetapi barang siapa 
terpaksa (memakannya”) ialah, seseorang memakan hal-hal yang 
diharamkan tersebut semata-mata kerena memang terpaksa. Bukan malah 
dengan menikmati atau merasakan enaknya. Itu berarti ia 
menginginkanya. Adapun firman Allah “dan tidak (pula) melampaui 
batas” ialah memakanya hingga sampai batas kenyang.
60
 
Sedangkan menurut Mujahid, Ibn Jubair dan lainnya, makna 
firman Allah ialah keinginan dan tindakan berlebihan yang merugikan 
kaum muslimin. Jadi masuk dalam kategori yang menginginkanya dan 
yang melampaui batas ialah para penyamun, orang yang menentang 
penguasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Agama, orang yang 
bepergian untuk tujuan memutus hubungan kekeluargaan, orang yang 
hendak menyerang kaum muslimin dan lain sebagainya. 
Pendapat tersebut dibenarkan oleh al-Qurtubi. Sebab, makna asal 
kalimat al-baghyu dalam pengertian bahasa ialah bermaksud membuat 
kerusakan. Al-Qurtubi berkata, Allah membolehkan seseorang memakan 
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semua yang diharamkan dalam keadaan darurat, kerena ia tidak sanggup 
mendapatkan semua yang dibolehkan itulah yang menjadi syarat 
diperkenankannya sesuatu yang diharamkan.
61
 
Adapun hadis-hadis Nabi saw, yang diriwayatkan mengenai 
kondisi darurat, diantaranya hadis yang membolehkan mengambil buah-
buahan dikebun milik orang lain Antara lain: 
ٌٍْت َكانُُوا بِاْلَحرَّ ةرةِ ُمْحتاَِجٌََن قاََل  َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَس ُم َرةَ أنَّ َ أْھَل بَ
َّ فََماتَِعْندُھْم نَاقَةنَاقَةٌ لَھُ  ٌِْرِھفََرخَّ ََص لَُھْم النبَّ ِيُّ  ََصلىَّ  ا ٌِْھَوَسلَّ َ فًِ  ُْم  أَ ِلغَ  َعلَ
 أْكِلَھا .)رواه أحمد(
“Dari Jabir Samrah, bahwa sebuah keluarga yang menghuni 
sebuah rumah yang berada di al-Harrah
 
dalam kondisi kekurangan 
makanan, Jabir berkata : “Lalu unta mereka mati, atau unta milik orang 





Menurut Syaukani, hadis diatas memperbolehkan orang 
mengkonsumsi buah yang ada di pekarangan, atau meminum susu ternak 
milik orang lain setelah terlebih dahulu memanggil beberapa kali nama 
pemiliknya, tanpa membedakan apakah ia dalam kondisi darurat atau 
tidak. Sebab Rasulullah mengatakan, “Apabila sesorang masuk dan ia 
bermaksud mengkonsumsi buah-buahan yang ada di dalamnya”, dan 
Rasul tidak membatasi makan yang dimaksud dengan berbagai batasan 
dan tidak mengkhususkannya dengan waktu tertentu. Secara lahiriyah, 
berarti boleh mengambil buah-buahan dalam kebun tersebut sekedar 
keperluan seketika, yang dilarang hanyalah apabila melampaui ketentuan 
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tersebut, sedikit maupun banyak. Namun pembahasan darurat itu sangat 
terkait dengan pembahasan maslahat yang merupakan tujuan Tuhan 




3. Jenis  Darurat 
Menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan 
untuk mencapai kemashlahatan, yaitu: 
a) Dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut 
dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, 
akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan 
perlindungan al-dharuriyyat ini dalam buku ushul fiqh, termasuk as-
Sythibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan 
serta serta perlindungan yang diperlukan untuk: Pertama: keselamatan 
agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Kedua: keselamatan 
nyawa (perindividu). Ketiga: keselamatan akal (termasuk hati nurani). 
Keempat: keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi 
manusia). Kelima: terjaga dan terlidunginya harga diri dan 
kehormatan seorang dan keselamatan serta perlindungan atas harta 
kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.
64
 
Kelima dharuriyyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada 
pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk 
melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. 
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Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat 
menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang 
lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan 
lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. 
Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima 
unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. 
Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.
65
Bila salah 
satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam 




Mengenai masalah urutan ada ulama berpendapat bahwa 
urutan sesuai dengan yang disebutkan diatas, artinya perlindungan dan 
pemenuhan keperluan agama didahulukan atas empat yang 
dibawahnya dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga 
dibawahnya dan begitulah seterusnya secara berurutan. Dan ada juga 
ulama yang menganggap empat dari lima keperluan diatas yaitu selain 
agama setingkat, artinya seorang boleh memilih mana yang akan 
diutamakan dan mana yang akan ditinggalkan atau dikorbankan sesuai 
dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dia hadapi. Dan semua 
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b) Kebutuhan hajiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana 
tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam 
keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran 
bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat 
menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang 
membedakan al-dharuriyyah dengn al-hajiyyah adalah pengaruhnya 
kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya 
dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan 
kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. 
c) Al-tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan 
perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan 
lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih 
lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan 




Kaidah-kaidah yang merupakan cabang kaidah “al-Darar 
yuzal, Antara lain : 
 الضرورة تبٌح المخظورات
“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”. 
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Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan 
darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang 
dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: 
Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota 
badan. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah[2]: 177, 
artinya menjaga jiwa (hifzu al-nafs). Kedua, keadaan darurat hanya 
dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. Ketiga, tidak 
ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang. 
 الضرورات تقدر بقدر ھا
“Keadaan  darurat, ukuranya ditentukan menurut kadar 
kemudaratannya” 
الضر ورات ٌقدر بقدر ھاماابٌح   
“ Apa yang dibolehkan kerena darurat diukur sekedar kemudaratannya” 
 
Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi menusia dalam 
melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah 
dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh 
melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. 
Contoh: Orang yang kelaparan hampir mati hanya boleh makan 
yang haram sekedar menyelamatkan diri dari kematian, tidak boleh 
makan sampai kenyang.  
 الضلرر ٌز ال بقدر االمكان
 “Kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan” 
 
Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran demi 





kebijakan dalam ekonomi, agar rakyat tidak kelaparan adalah di 
antaranya contoh penerapan kaidah tersebut.
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4. Batasan-Batasan Darurat 
Bertitik tolak dari beberapa definisi yang telah disebutkan, maka 
dapat dipahami bahwa harus ada penetapan batasan-batasan (dhawabit) 
bagi darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh 
dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam 
menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat itu. 
Oleh karena itu, jelaslah bahwa tidak semua orang yang mengklaim 
adanya darurat. Untuk membatasi pengertian darurat dapat ditarik tiga 
pemahaman dengan berdasar Firman Allah SWT : 
َم َوَلََْم اْْلِنزِيِر َوَما أُِىلَّ ِبِو ِلَغْْيِ اّللَِّ  َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ  َوََل  ََبغٍ  َغي ْرَ  اْضطُرَّ  َفَمنِ  ۚ  ِإَّنَّ
 يم  رَّحِ  َغُفور   اّللََّ  ِإنَّ  ۚ  َعَلْيوِ  ِإثَْ  َفَل  َعادٍ 
“Maka barang siapa yang terpaksa (memakanya) sedang ia tidak 





Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Allah swt., mengharamkan 
beberapa jenis makanan, kecuali dalam kondisi darurat, dengan dua 
syarat, yaitu: (1) dalam kondisi sangat lapar, dan tidak ditemukan 
makanan untuk mempertahankan hidup. Orang yang mengalami keadaan 
demikian disebut sebagai orang yang terpaksa karena kondisi, (2) orang 
yang dipaksa oleh seseorang agar memakan yang haram, sehingga yang 
haram itu menjadi halal baginya. 
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Berdasarkan dari keterangan-keterangan tersebut, dapat dipahami 
bahwa kondisi dari batasan darurat adalah keadaan terancamnya jiwa 
seseorang yang sangat mengkhawatirkan jika pada saat tersebut tidak 
memakan makanan. Jadi, ia bertujuan untuk memelihara keseimbangan 
antara dua hal ini tanpa berlepas diri ataupun menutup diri. Dan yang 
penting dalam semua ini ialah memelihara tujuan-tujuan syara‟, 
mempertahankan kaidah-kaidah dan undang-undangnya. 
5. Pengertian Maslahah Dalam Hukum Islam 
Maslahah berasal dari kata shalaha ( صلح) dengan penambahan 
“alif” di awalnya yang berarti secara bahasa “baik” lawan dari kata 
“buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah ( صلالح) 
yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya”. Pengertian maslahat dalam 
bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada 
kebaikan manusia”. maslahah telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia 
menjadi kata maslahah, yang berartİ mendatangkan kebaİkan atau yang 
membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.
71 
Al-Ghazali dan Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa menurut 
asalnya mashlahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat 
(keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari 
maslahat adalah : 
 المحا فظة على مقصو د الشر ع
“ Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum)”.
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Al-„Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Quwa‟id al-Ahkam, 
memberikan arti maslahat dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan 
dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab 
yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini 
didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: 
kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. 
Secara sederhana Maslahat itu di artikan dengan sesuatu yang 
baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung 
arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas. Setiap suruhan Allah 
dapat dipahami oleh akal, Allah melarang minum khamar dan berjudi 
dalam: 
ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن  َا اْلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَنَصاُب َواْْلَْزََلُم رِْجس  مِّ ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
 ْفِلُحوَن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ 
“Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 
berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari syaitan 




Memang ada beberapa suruhan Allah yang tidak diketahui 
alasanya oleh akal, seperti suruhan melakukan shalat zhuhur setelah 
tergelincir matahari. Namun tidaklah berarti suruhan Allah itu tanpa 
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6. Jenis-Jenis Maslahah Mursalah : 
Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil 
yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahah terbagi menjadi tiga 
macam, yaitu : 
a) Maslahat al-mu‟tabarah 
Yang dimaksud dengan al-maslahat al-mu‟tabarah adalah 
maslahat yang keberadaanya diakui oleh syariat dan mempunyai dalil 
yang jelas yang memayungi dan menjadi pijakan dasarnya.
74
  
Maslahah ini dapat diidentifikasi melalui analisis dalil yang menjadi 
pijakannya. Apabila dijumpai sebuah nash hukum, baik yang 
mengandung perintah maupun larangan, kemudian disusul dengan 
menyebutkan nilai maslahat dari larangan tersebut, maka kategori 
seperti ini disebut dengan al-maslahat al-mu‟tabarah. 
Maslahah Al-Mu 'tabarah yaitu al-maslahah yang diakui secara 
eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. 
Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah 
shar'iyyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis maslahah 
ini ialah aplikasi qiyas. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis 
ini merupakan hujjah shar'iyyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik 
dari jenis maslahah ini ialah aplikasi qiyas. Sebagai contoh : terdapat norma 
bahwa İsteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi 
oleh suamİnya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 
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b) Maslahah Al-Mulghah 
Maslahah Al-Mulghah yaitu maslahah yang tidak diakui oleh 
syara', bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syara'. Sebagaimana 
ilustrasi yang menyatakan opini hükum yang mengatakan porsi hak 
kewarisan lakilaki harus sama beşar dan setara dengan porsi hak 
kewarİsan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran 
semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang 
mengandung maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang 
telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga maslahah yang seperti 
inilah yang disebut dengan Maslahah Al-Mıılghah. 
c) Maslahah Mursalah  
Maslahah Mursalah yaitu maslahah yang tidak diakui secara 
eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh 
syara' , alcan tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah 
kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum 
perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
75
 
Menurut al-Syatibi maslahat mu‟tabarah dapat dibedakan kepada 
tiga macam: 
1) Maslaha daruriyyat adalah maslahah yang bersifat esensial bagi 
manusia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah maslahah yang 
berhubungan dengan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
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2) Maslahah hajiyyat adalah maslahah yang dapat menghindari manusia 
dari kesulitan dalam hidupnya. Maslahah Hajiyat jika seandainya 
tidak terpenuhİ maka tidak sampai mengganggu kelayakan. Contoh 
sederhana dari maslahah hajİyat yaİtu Allah SWT telah memberikan 
keringanan keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka 
yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami 
kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini 
menjama' serta mengqashar salat lima waktu.
76
 
3) Maslahah tahsiniyyah adalah maslahat yang bersifat menunjang 
peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan 
Tuhannya. kemaslahatan yang menjadikan kehidupan manusia 
terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan 
memenuhi maslahah ini, seseorang dapat menempati posisi yang 
unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhİ maslahah İni 
tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehİdupan dan hubungan antar 




Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik 
buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang 
menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi 
kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Tuntutan 
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kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara 
berurtan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder dan tertier : 
1) Kebutuhan Primer/ dharuriyat 
Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada 
untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia 
tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang harus ada 
pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. 
Secara berurutan peringkatnya adalah: Agama, jiwa, akal, harta, dan 
keturunan (harga diri). Kelima hal tersebut, disebut “dharuriyat yang 
kelima”. 
2) Kebutuhan Sekunder/hajiyat 
Tujuan tingkat “sekunder”  bagi kehidupan manusia adalah 
sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak 
mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi 
dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak 
kehidupan itu sendiri. 
3) Kebutuhan Tertier/Takhsiniyat 
Tujuan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada 
untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tertier, 
kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan 
kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan 
kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut 





pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram 
pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat 
lainnya (dharuri dan hajiyat).
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Secara umum dapat digambarkan bahwa pandangan ulama dalam 
menyikapi maslahat sebagai hujjah dalam penetapan hukum terbagi 
kepada empat bagian, antara lain: 
1) Menolak maslahat selama tidak didukung oleh sumber pokok 
(alQuran dan hadis). Jika berdasarkan pada kandungan syara‟ secara 
nyata, maka ia dikategorikan qiyas. 
2) Maslahat dapat diterima apabila sesuai dengan prinsip maqashid 
syari‟ah. 
3) Maslahat dapat diterima apabila mendekati makna ashl dari sumber 
pokok (al-Quran dan hadis), meskipun secara langsung tidak 
bersandar pada sumber pokok yang berdiri sendiri. 




Dari peta pemikiran yang di ungkapkan diatas, sesungguhnya 
ulama mencoba memberikan syarat-syarat tertentu, agar maslahat 
diterapkan bukan karena mengandalkan logika dan rasio semata, tetapi 
berupaya memformulasikan setiap pemikiran di atas konstruk 
syari‟ah, dengan menghubungkan realitas yang berkembang. 
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Dari beberapa penjelasan ynag diungkapkan di atas, memberi 
ketegasan bahwa metode maslahah sangat relevan untuk diterapkan 
khususnya dalam upaya pengembangan hukum Islam. Dengan 
pendekatan ini para mujtahid akan bisa menyelesaikan berbagai 
problema hukum yang dihadapi masyarakat. Sebab dalam situasi 
dimana permasalahan baru senantiasa bermunculan, konsep ini dapat 
membantu memberikan jalan keluar yang komprehensif. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi sekarang 
dan yang akan datang akan senantiasa muncul persoalan-persoalan 
baru yang membutuhkan jawaban hukum. Untuk itu, pengembangan 
hukum Islam jelas menjadi sebuah kebutuhan. Dan dalam 
pengembangan tersebut harus diujung sebuah metode yang 
refresentatif dan komprehensif. Dan kemudian pilihan yang tepat 
adalah maslahat. 
B. Penelitian Terdahulu 
Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa  penelitian 
yang  membahas  mengenai masalah dispensasi perkawinan diantaranya: 
1. Tesis yang ditulis oleh Nikmawati pada tahun 2014 dengan judul: 
“Analisis Yuridis  Terhadap  Perkara  Dispensasi  Nikah  (Studi  Kasus  di  
Pengadilan Agama  Pangkep)”.  Dalam  penelitiannya  Nikmawati  
menfokuskan penelitiannya  pada  analisis  pertimbangan  dan  dasar  
hukum  hakim  dalam perkara  permohonan  dispensasi  nikah  di  





penyebab diajukannya permohonan dispensasi   nikah   di   pengadilan   
agama   pangkep.   Hasil   penelitian   ini menjelaskan bahwa hakim 
dalam penerapan penemuan hukum terhadap penetapan dispensasi nikah 
menggunakan interpretasi atau penafsiran Seperti Interpretasi 
Teleologis/Sosioligis. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut 
tidak menjelaskan alasan seseorang yang belum sampai kepada batas usia 
minimum kawin diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan. Dengan 
penafsiran  peraturan  perundang-undangan   dan  pemilahan  serta  
pemilihan fakta  akhirnya   hakim  dapat  membuat   keputusan   yang  
bijaksana,   yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian 
hukum dan kemanfaatan hukum.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  
penemuan  hukum  oleh  hakim dalam penetapan dispensasi nikah adalah 
karena hamil diluar nikah, pengetahuan   masyarakat   (dijodohkan),   
ekonomi   dan  kekhawatiran   akan terjadi  perzinahan  kemudian  
penetapan  hakim  di  dalam  dispensasi  nikah tersebut juga di tujang 
dengan Profesional individual hakim, kemudian faktor legal,  lalu  dan  
penguasaan  atas  ilmu  hukum,  kemampuan  berfikir  yuridis hakim.
80
 
Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun ialah 
pada penelitian  ini analisis  yang digunakan  ialah bagaimana  
pertimbangan hakim dan faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan 
dispensasi perkawinan, sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan 
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menggunakan analisis yuridis, khusunya Undang-Undang RI Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
2. Tesis yang ditulis oleh Maylissabet pada tahun 2015, dengan judul: 
“Praktek Dispensasi  Nikah Karena Hamil Di Pengadilan  Agama Se- 
D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama Se- 
D.I.Yogyakarta).   Jenis   penelitian   ini   adalah   penelitian   lapangan   
(field research).  Penulis  menggunakan  pendekatan  Normatif-Yuridis  
dalam penelitian  ini.  Pendekatan  tersebut  menggunakan  tolak  ukur  
agama  yang berupa  al-quran  dan hadist,  serta aturan yang berupa  
hukum  positif. Teori yang digunakan adalah teori klasifikasi watak oleh 
Adonis.
81
 Tesis tersebut memfokuskan  penelitiannya  pada  semua  
lembaga  Pengadilan  Agama  yang ada di Yogyakarta, sedangkan yang 
penulis teliti hanyalah terfokus pada satu lembaga Pengadilan Agama 
yaitu di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II. 
3. Tesis yang ditulis oleh mutsla Sofyan Tasfio pada tahun 2018 dengan 
judul “ Dispensasi Kwai pada Pasal 7 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 
yang dianfaatkan untuk kawin sebab hamil (Studi Pandangan Hakim di 
Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas 
Hukum. Jenis penelitian ini adalah lapangan kualitatif yuridis empiris 
dengan menggunakan pendekatan konseptual sumber data yang didapat 
yaitu dari wawancara kepada hakim serta dokumen-dokumen sumber data 
kemudian di analisis efektifitas hukum milik sujono sukanto.. Tesis 
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tersebut memfokuskan  penelitiannya  pada  lembaga  Pengadilan  Agama  
yang ada di Kota Palangka Raya, sedangkan yang penulis teliti hanyalah 
terfokus pada satu lembaga Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan 
Agama Palangka Raya. Dalam penelitian tesis ini fakta bahwa 90 persen 
data permohonan dispensasi kawin di pengadfilan agama Kabupaten 
malang merupakan anak yang belum mencapai batas usia minimal 
menikah telah hamil sebelum menikah.  Dianalisis dengan teori efektifitas 
hukum maka pasal 7 undang undang no1 tahun 1974 kurang efektif 
terhadap masyarakat malang hal ini ditunjukan dengan tingginya 
permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten malang.  
4. Tesis yang ditulis oleh Seni Desianti Maulida dengan judul tijauan yuridis 
penetapan pengadilan tentang dispensasi kawin (Studi Kasus Penetapan 
Pengadilan Agama Bantul No 0023/PdtP/2009/Pa.Btl. dan 
0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl. dalam penelitian tesisnya maulida meneliti 
tentang bagaimana dampak dan akibat hukum dari perkawinan dibawah 
batas umur minimal kawin. Penelitian ini meneliti tentang proses 
pengajuan banding dalam dispensasi menikah, untuk mengetahui 
pertimbangan dari hakim dalam memberikan penetapan dispensasi 
menikah, disamping itu juga untuk mengetahui efek hukum tentang 
perkawinan di bawah batas usia produktif. Dengan menggunakan 
penelitian yuridis empiris sehingga data primer yang didapat berasal dari 
wawancara kepada hakim. Objek dalam penelitian ini adalah perkara 





5. Skripsi   Abdul   Munir   di  IAIN   Walisongo   tahun   2011,  yang  
berjudul: “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan 
(Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”. Skripsi ini menjelaskan 
tentang dampak dari dispensasi  nikah terhadap  eksistensi  pernikahan  
yang terjadi di Pengadilan Agama  Kendal.
82
 Sedangkan  skripsi  yang  
penulis  bahas  terfokus  kepada Dispensasi  Perkawinan  Ditinjau dari 
Undang-Undang  RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
6. Skripsi  Siti Thoyibatun  Nasihah  di UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta  
tahun 2010,  dengan  judul  “Dispensasi  Nikah  (Tinjauan  Hukum  Islam  
Terhadap Penetapan    Hakim    Pengadilan    Agama    Kediri    Pada    
Perkara    Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”. Skripsi  tersebut  menjeaskan  
tentang  dispensasi nikah berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap 
penetapan Hakim di Pengadilan  Agama  Kediri,  yang  dimana  penyusun  
merasa  tertarik  untuk meneliti putusan tersebut berbeda dengan yang 
lain. Dimana antara mereka tempat  tinggalnya  berjauhan,  dan mereka  
pun tidak hamil  duluan.  Metode yang  digunakan  dalam  menganalisis  
problem  yang  ada  adalah  deskriptif- analisis.
83
  Sedangkan  metode 
yang digunakan  oleh penulis ada pendekatan empiris. 
Beradasarkan beberapa referensi pada penelitian terdahulu yang telah 
diuraikan diatas bahwa pada penelitian tersebut tidak ada satupun yang 
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membahas  mengenai  Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin 
Sebab Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Undang Undang No 16 Tahun 2019 
Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Maka dari itu 
penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru 
khususnya pada lingkup Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.  
C. Kerangka Berpikir 
Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat suatu 
skema kerangka penelitian yang akan menjadi arahan dalam melakukan 
pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka pemikiran 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :  














Dispensasi Kawin dengan alasan 
kata “Mendesak” 
Pertimbangan Hukum  
Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang 
No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas 
Undang – Undang No 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan  
Pemeriksaan Surat Permohonan 










Keterangan :                             Hubungan Secara Langsung 
      Hubungan Fungsionsional 
Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut ini: 
Pertama, Pengadilan Agama Palangka Raya adalah peradilan bagi orang-
orang yang beragama Islam khusunya diwilayah Kota Palangka Raya. Sudah 
ditegaskan pada Revisi UUP Pasal 7 ayat (2) No. 16 Tahun 2019 Sesuai 
ketentuan tentang perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seseorang 
yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua.  
Kedua, batasan umur usia perkawinan sudah diatur dalam pasal 7 ayat 
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 
umur 19 (sembilan belas) tahun. 
Ketiga, Undang-undang Perkawinan melibatkan Pengadilan Agama 
sebagai institusi yang cukup penting untuk memberikan Dispensasi Kawin. 
Dengan adanya penyimpangan dalam ayat (1), maka pihak kedua orang tua 
calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Hal ini 
dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan 
dan KHI Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).  
Hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ternyatalah untuk memberi putusan 
seadil-adilnya seorang Hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, 
jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat Hakim sendiri ikut 






  BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian  
 
1. Jenis Penelitian 
Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
analisis, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan 
akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin sebab 
hamil yang ada pada penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama 
Palangka Raya. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, 
kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagimana dalam pokok 
masalah, data yang dianalisis secara penelitian kualitatif yakni penelitian 
yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris 
sosiologis. Pendekatan penelitian yang kemudian di analisis menggunakan 
pendekatan kualitatif memandang  realitas  sosial  sebagi  suatu  yang  
holistik/utuh, kompleks,  dinamis,  penuh  makna.
84
      
Metode  ini  disebut  juga  sebagai  metode artistik, karena proses 
penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola),dan disebut sebagai metode 
interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan 
interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Metode ini disebut 
juga sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat 
ditemukan data-data yang berserakan selanjutnya dikonstruksikan dalam 
suatu tema yang lebih bermakna dan mudah difahami, digunakan untuk 
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menghasilkan data deskreftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang atau prilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan 
sumber data primer dan sumber data sekunder.
85
   
Pertimbangan penulis dalam menggunakan model pendekatan 
kualitatif ini adalah: 
a. Pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan 
peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam 
menyajikan data-data deskriptif. 
b. Kevalidan data-data yang diperoleh lebih dapat dipertanggung 
jawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang akurat. 
c. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang 
keberadaanya memang benar-benar terjadi di lapangan.
86
 
Penelitian ini memiliki beberapa pola, yaitu sebagai berikut : 
a. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan 
di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai 
lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lapangan, yang 
dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.  Dalam hal ini, 
peneliti mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Palangka 
Raya.. 
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b. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan, merupakan 
Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat 
pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-
kejadian.  Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang 
berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi 
saat penelitian berlansung dan penyajiannya apa adanya.    
c. Ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya, penelitian ini 
merupakan Penelitian Studi Kasus, kasus artinya kejadian dan 
peristiwa. Studi kasus artinya penelitian terhadap suatu kejadian atau 
suatu peristiwa. Suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung 
masalah atau perkara, sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara 
penanggulangannya, antara lain melalui penelitian.
87
  
Secara lebih jelas penulis tegaskan disini bahwa penelitian studi 
kasus yang dimaksud disini adalah sebatas pada wilayah kasus atau 
perkara tentang dispensasi kawin karena sebab hamil, yakni sebagaimana 
yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya. 
2. Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 Bulan tepatnya 
pada 28 Sepetember – 28 November Tahun 2020, meliputi persiapan dan 
pelaksanaan. Adapun seluruh rangkaian penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Agama Palangka Raya.  Dipilihnya pengadilan Agama 
Palangka Raya sebagai tempat penelitian ini karena permasalahan 
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dispensasi kawin karena sebab hamil merupakan kewenangan Pengadilan 
Agama Palangka Raya. 
1. Profil Pengadilan Agama Palangka Raya 
Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan Pengadilan 
tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama 
Kota Palangka Raya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Pengadilan Agama Palangka Raya beralamatkan di Jl. 
Kapten Piere Tandean No 2 Palangka Raya Kec. Jekan Raya, Kota 
Palangka Raya Provinsi Klaimantan Tengah 73112 Telp : 0536 
3221289 Fax : 0536 3221289, alamat email 




B. Data Sumber Data. 
Subyek Dalam penelitian ini berjumlah 7 orang Hakim Pengadilan 
Agama Kota Palangka Raya yaitu: MH, MR, IS, MA, AH, WR dan ZH 
Sebagai sumber bahan informasi awal pendataan maka penulis menggali data 
subjek tersebut melalui bahan informasi tambahan kepada yang berwenang  
Lembaga Posbakum di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. 
Dengan demikian metode yang digunakan adalah purposive sampling 
(sampel bertujuan) berdasarkan beberapa kriteria sebagi berikut: 
a. Para Hakim Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya, memiliki 
pendidikan minimal strata 1 (S-1) dalam lingkup pengetahuan agama 
                                                             





islam. Serta memahami ruang lingkup tentang Analisis Pertimbangan 
Hakim Memberikan Dispensasi Kawin sebab Hamil sesuai Pasal 7 
Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 
Objek penelitian ini adalah adanya Dispensasi Kawin Kata 
“Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 
Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya). berdasarkan 
objek tersebut. Data juga merupakan salah satu komponen riset, artinya 
tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data 
yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.
89
 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan 
sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang 
tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.
90
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang dijadikan sebagian dari pembahasan 
untuk penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode 
antara lain: 
1. Observasi 
Observasi ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dan 
pencatatan dengan fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil 
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kerja panca indra serta dibantu dengan panca indra lainnya.”
91
 Dengan 
demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan 
langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, 
konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.
92
 
Jadi, jenis observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini 
adalah partisipan. Menurut Sugiyono observasi berperanserta (observasi 
partisipan) adalah  penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 
penelitian.
93
 Dimana peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada 
kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungannya dengan 
mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. 
Sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah warga sendiri. 
Lebih-lebih diketahui bahwa peneliti merupakan mahasiswa yang pernah 
Praktek dilokasi tersebut. Dengan metode observasi ini, peneliti gunakan 
untuk menggunakan data secara langsung dan detail mengenai lokasi 
penelitian dan hal-hal yang diperlukan dalam pemutusan dan penetapan 
suatu perkara dalam Pengadilan Agama serta segala aspek yang terkait 
permasalahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palangka Raya. 
2. Wawancara  
Metode pengumpulan data selanjutnya ialah dengan jalan 
wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 
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kepada responden. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi 




Pengertian wawancara menurut Abdurrahmat Fathoni, wawancara 
adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang 




Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak 
terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering 
juga disebut wawancara mendalam, wawancara kualitatif dan wawancara 
terbuka (open ended interview); sedangkan wawancara terstruktur sering 
juga disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan 
pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan 
pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.
96
 Dalam pelaksanaan 
pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan metode 
wawancara mendalam tak terstruktur. Wawancara mendalam merupakan 
suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung 
bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran 
lengkap tentang topik yang diteliti.
97
 Dalam melakukan wawancara 
peneliti tidak menggunakan pedoman (guide) tertentu, dan semua 
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pertanyaan bisa spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan pada saat pewawancara bersama responden dalam hal ini 
Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 
tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang 
diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.
98
  
Dengan tehnik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh 
informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka 
memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari 
dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, 
karya seni dan karya pikir.
99
  
Dokumen yang ada secara umum dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu dokumen resmi seperti, surat keputusan, surat instruksi dan 
dokumen tidak resmi misalnya seperti surat nota, dan surat pribadi yang 
dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. 
Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan 
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi 
dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 
diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam 
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Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 
memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di 
Pengadilan Agama Palangka Raya. Di Pengadilan Agama Palangka Raya 
meliputi salinan penetapan, struktur organisasi, prosedur berperkara, dan 
dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini, penulis gunakan untuk 
mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari 
dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi 
yang belum penulis dapati ketika melaksanakan wawancara dan 
observasi.  
D. Pengecekan Keabsahan Data 
Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam 
penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas 
suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah tepat, 
benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk 
menjaring data penelitian kualitatif terletak pada peneltiannya yang dibantu 
dengan metode interview, observasi, dan metode dokumentasi. Dengan 
demikian, yang diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam 
merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan 
metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterprestasi dan 
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melaporkan hasil penelitian yang kesemuannya itu perlu menunjuk 
konsistensinya satu sama yang lain. 
Ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) 
terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan 
pengamatan, trianggulasi, penjelasan sebagai berikut : 
a. Perpanjangan Pengamatan. 
Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti 
hanya sekali saja ke lapangan. Walaupun dengan dalih bahwa dalam 
waktu seharian itu dipadatkan waktu dan kumpulkan data sebanyaknya. 
Peneliti mesti memperpanjang pengamatan karena hanya datang sekali 
sulit memperoleh link dan chemistry/engagement dengan informan. 
Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara 
peneliti dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling 
mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan 
peneliti dapat memperoleh data secara lengkap.
101
  
Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam 
penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di 
lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu 
tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang 
dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah, dan memperoleh data 
yang lengkap.    
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Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada 
kata-kata yang keliru yang tidak sesuai anatar yang dibicarakan dengan 
kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas 




Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil 
wawancara mendalam dengan data hasil observasi partisipan, serta dari 
dokumen yang berkaitan. Selain itu, peneliti menerapkan trianggulasi 
dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subyek 
penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama 
E. Analisis Data 
Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan 
dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Agar data yang diperoleh 
mempunyai makna, maka data tersebut perlu diolah dan disusun. 
Penyusunan data dapat dilakukan dengan mengikuti urutan waktu 
pengumpulan secara penuh atau sebagian saja.
103
 
Pengertian analisa data adalah proses yang memerlukan usaha 
untuk secara formal mengindentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa- 
hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya yang 
menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. 
Pembentukan hipotesa ini untuk membantu peneliti memahami gejala yang 
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Merujuk pada pandangan Miles dan Huberman (1992:15), mereka 
menganggap bahwa analisis kualitatif terdiri dari alaur kegiatan yang terjadi 
secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 
atau verifikasi.
106
 Hal ini penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan 
perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama 
pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya 
(membuat ringkasan, mengkode, menulis memo dan lain sebagainya). 
Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian 
lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
2. Penyajian Data 
Penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
3. Menarik Kesimpulan 
Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai 
pengumpulan data berakhir tergantung pada besarnya kumpulan-
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kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode 
pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti; tetapi seringkali 
kesimpulan itu telah dirumuskan sejak awal, sekalipun seorang peneliti 
menyatakan telah melanjutkannya secara induktif. 
Penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya dilanjutkan 
secara induktif. Peneliti kualitatif menemukan fakta-fakta yang banyak 
dan beragam. Fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan 
menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti. Analisis data/fakta-fakta 
secara khusus untuk menuju pada suatu yang umum atau dimulai dari 
yang khusus atau kenyataan menuju hal-hal yang umum atau teori.
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Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi 
penelitian, selanjutnya dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis 
dalam lapaoran tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi 
partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang diperoleh 
dari Pengadilan Agama Palangka Raya. 
Data yang didapat dalam penelitian ini berupa kalimat, kata-kata 
yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data 
merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang 
memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain 
penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara 
sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan 
penelitian. 
                                                             
107






Pada saat kegiatan analisa data yang berlangsung secara terus-
menerus selesai dikerjakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan 
penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini 
didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan 
lapangan, observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi 
yang didapat saat melakukan kegiatan dilapangan. Penerapannya adalah 
dengan cara mengolah data yang masih umum yang berupa jawaban dari 
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A. Gambaran Umum Lokasi dan atau Subyek Penelitian 
 
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Palangka Raya 
Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Palangkaraya Provinsi 
Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama 
Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) 
Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi 
tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta  diperlukan 
lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru 
dibentuk  tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi 
kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.
109
 
Sampai tahun 1967  Pengadilan Agama Palangka Raya belum 
terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon 
Pemerintah Pusat melalui tokoh- tokoh masyarakat untuk membentuk 
Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah 
terbentuk,  Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam 
rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam 
yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam 
putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari‟ah di Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan 
oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 
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Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan 
tentang pembentukan Pengadilan Agama  di Palangka Raya pada tahun 
1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana 
fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah 
Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln 
Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama 
kali seluas 200 m2. 
Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya 
Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari‟ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 
Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “Ditempat-tempat yang ada 
Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah, 
yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. 
Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan 
juga bahwa ” Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. 
Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama 
mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang 
Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra. 
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Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin 
menetapkan : “Membentuk  Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di 
daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut : 
1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya 
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun 
3. Kabupaten Barito di Buntok.” 
 
 
Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut 
disebutkan “ Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” 
Sedangkan keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 
Agustus 1968. 
Berdasarkan letak geografis kota Palangka Raya terletak antara 
1130 56‟ BT dan 200 18‟ LS 
1. Sebelah utara perbatasan dengan kabupaten Gunung Mas 
2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kapuas 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten pulang pisau  
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Katingan.111 
 
Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, mencakup 
seluruh wilayah kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) kecamatan 
dengan 29 kelurahan,  data pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya 
Kelas 1A berjumlah 43 orang dengan laki-laki 23 orang perempuan 20 
orang, termasuk didalamnya 9 Hakim. Dengan Visi Pengadilan Agama 
Palangka Raya  ”Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang 
Agung” dengan Misi Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka 
Raya yang adil dan berwibawa; Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan 
                                                             
111
 http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan/diakses pada tanggal 26 Februari 2021 





Agama dari pengaruh negetif pihak ketiga; Mengupayakan terciptanya 
Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan 
kolusi, korupsi dan nepotisme; Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama 
Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral. 
2. Subyek Penelitian 
Cara memperoleh data, peneliti melakukan wawancara kepada 7 
(tujuh) Hakim tentang Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi 
Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 
Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)” 
yaitu : MH, MR, IS, MA, AH, WR, dan ZH. 
Dalam penelitian ini Ada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 
kepada Hakim berdasarkan rumusan masalah yaitu: pertama peneliti 
menanyakan tentang Alasan Mendasar Mengapa diberikannya Dispensasi 
Kawin kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 
Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan ? kedua Bagaimana Kajian Hukum Terhadap Dispensasi 
Kawin kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 
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B. Penyajian Data dan Pembahasan Temuan Hasil Penelitian  
 
Adapun data perkara Dispensasi Kawin Sebab Hamil, Peneliti 
mengambil 3 (tiga) sampel data di tahun 2020, diketahui bahwa perkara 
tersebut anak pemohon telah hamil sebelum nikah. 
1. Penetapan nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Plk perkara dispensasi kawin yang 
diajukan oleh WG bin KD bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 pemohon 
mengajukan surat permohonan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya  
yang bernama AA bin WG yang masih berumur 18 tahun dengan calon 
istrinya AI binti HI yang masih berumur 17 tahun dengan  alasan bahwa 
syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan ketentuan 
Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku bahwa syarat usia bagi si 
istri anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karena hal 
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. Jekan Raya no. 
Surat B.62/Kua.15.53/Pw.01/09/2020 tertanggal 31 Januari 2020. Dengan 
permasalahan tersebut yang sangat mendesak untuk keduanya 
melaksanakan pernikahan dengan pertimbangan keduanya juga menjalin 
hubungan 6 bulan lebih dan juga AI binti HI telah Hamil 5 bulan.
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Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut. Penetapan dijatuhkan dalam permusyarawatan Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 10 
Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 
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Hijriah oleh ZH, sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota dibantu NR, 
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon serta pihak keluarga.  
2. Penetapan nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Plk perkara dispensasi kawin yang 
diajukan oleh EG bin SE bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 pemohon 
mengajukan surat permohonan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya  
yang bernama SNP binti EG  yang masih berumur 17 tahun dengan calon 
suami AF bin MO yang berumur 26 tahun dengan  alasan bahwa syarat 
untuk melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan ketentuan Hukum 
Islam dan Undang-Undang yang berlaku bahwa syarat usia bagi si anak 
pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karena hal tersebut telah 
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. Jekan Raya no. Surat 
B.40/Kua.15.53/Pw.01/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020. Dengan 
permasalahan tersebut yang sangat mendesak untuk keduanya 
melaksanakan pernikahan dengan pertimbangan keduanya juga menjalin 
hubungan 2 tahun lebih dan juga SNP binti EG telah Hamil 24 bulan. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut. Penetapan dijatuhkan dalam permusyarawatan Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 03 





Hijriah oleh ZH, sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota dibantu HY, 
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon serta pihak keluarga.
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3. Penetapan nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Plk perkara dispensasi kawin yang 
diajukan oleh GH bin DM bahwa pada tanggal 14 September pemohon 
mengajukan surat permohonan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya  
yang bernama DAF binti GH  yang masih berumur 17 tahun dengan calon 
suami AGS bin SI yang berumur 19 tahun dengan  alasan bahwa syarat 
untuk melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan ketentuan hukum 
islam dan Undang-Undang yang berlaku bahwa syarat usia bagi si anak 
pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karena hal tersebut telah 
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sebangau dengan no. Surat 
184/Kua.15.54/Pw.01/09/2020 tertanggal 11 September 2020. Dengan 
permasalahan tersebut yang sangat mendesak untuk keduanya 
melaksanakan pernikahan dengan pertimbangan keduanya juga menjalin 
hubungan 1 tahun lebih dan juga DAF binti GH telah Hamil 2 bulan. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut. Penetapan dijatuhkan dalam permusyarawatan Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 24 
September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriah 
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oleh WR, sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota dibantu MI, sebagai 
Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon serta pihak keluarga.
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1. Penyajian Data 
a. Apa Alasan Mendasar Mengapa di berikannya Dispensasi Kawin Sebab 
Hamil Menurut  Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya  ?  
Menurut penjelasan dari bapak MH, sebagai Hakim Pengadilan 
Agama Palangka Raya mengungkapkan bahwa dispensasi kawin karena 
hamil dikatakan mendesak tapi tidak hanya dengan itu juga bisa jadi 
karena hubungan si anak sudah kenal dekat dan lebih intim. untuk 
mempertimbangkan karena hamil terlebih masalah tersebut hakim 




Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut : 
sebenarnya alasannya karena mendesak , kan salah satu bentuk 
orang yang mendesak itu adalah : kan terserah hakim menafsirkan 
undang undang tidak secara jelas apa sih mendesak itu contoh yang 
mendesak itu ya termasuk hamil kenapa mesti hamil dispensasi itu 
mungkin yang palu pertimbangan pertimbangannya lebih rinci itu ada 
di putusan penetapan bagaimana sih penetapan itu sudah di lisan 
semua, tapi pertimbangan yang mungkin diluar dari penetapan itu 
memasukkan dalam situ karena ya ada kepentingan yang dilindungi 
siapa kepentingan itu yaitu anak dalam kandungan dan melindungi hak 
haknya sebagai manusia terlepas dari apa hubungan apa dan dalam 
sistim masyarakat kita hukum kita kan dilarang kawin hamil. Jadi 
bukan hanya karena hamil itu sendiri yakni karena suatu keadaan yang 
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Menurut bapak MR sebagi Hakim,  bahwa adanya dispensasi ini 
karena hampir rata rata anak yang sudah hamil duluan dan mengajukan 
diri untuk menikah ke KUA lalu ditolak maka munculah dispensasi 
kawin ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Serta 
pertimbangan salah satunya adalah dampak mudharat dan kepentingan 
untuk calon bayi tersebut kalau tidak dinikakan nasip anak tersebut 
selain tidak punya bapak, kemudian melihat kematangan diri baik fisik, 
mental dan sikap serta setuju dengan niat baik tidak ada paksaan 
tekanan dalam mengajukan dispensasi nikah tersebut. 
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut : 
Sebetulnya kan orang datang kesini apalagi kalau sudah hamil 
kan rata rata namanya malu ya ingin segera dinikahkan anaknya, 
Pengadilan Agama sendiri kan memang punya wewenang untuk 
dispensasi masalah dibawah umur tadi sesuai dengan aturan , kalau 
memang terbukti dia sudah hamil dengan bukti alat bukti dari 
kedokteran atau klinik kesehatan dia hamil sudah sekian bulan lalu 
apakah betul calon suaminya ini yang di datangkan ke pengadilan 
adalah laki-laki yang berbuat dispensasi karena pernikahan itukan atas 
dasar suka sama suka kemudian para saksi menyatakan kalau yang 
berbuat laki-laki tersebut dan laki-laki itu mengaku bahwa dia yang 
berbuat dan dia siap bertanggung jawab mengawini itu kemungkinan 
besar dispensasi akan dikabulkan “kematangan dari calon mempelai 
kemudian yang ke dua setuju tidak dinikahkan yang ketiga ada tidak 
pihak yang keberatan yang kalau tiga ini tidak tercapai ke empat kalau 
ini tidak dinikahkan apa dampaknya apa dampak mudharatnya 
misalnya selain hamil dia sering jalan berdua sering keluar jalan 
ketempat masing masing calonnya atau sudah pernah beberaspa kali 
melakukan berhubungan zinah atau berhubungan badan maka mau 
tidak mau untuk menyelamatkan kedua calon dan menyelamatkan 









Menurut Ibu IS sebagai Hakim,  bahwa memberikan Dispensasi 
Kawin karena alasan mendesak dan selain hamil juga karena akibat 
pergaulan bebas berhubungan dan berpacaran berlebihan menyalahi 
norma, agama dan hukum maka bisa dikatakan mendesak.
 
apabila 
alasan tersebut tidak mendesak karena alasan anak nganggur, tidak 
sekolah maka hakim akan melihat kepada kasus tersebut dengan tidak 
lepas dari aturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.. 
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut : 
Kalau kawin berpijak pada undang-undang aja pada pasal 7 itu 
kan intinya kita memberikan dispensasi kawin itu karena ada alasan 
mendesak nah alasan mendesak pun  harus disertai dengan bukti bukti 
pendukung yang cukup kalau itu terkait dengan karena hamil berarti 
dia alasannya apa dia memang sedang hamil sekian bulan kemudian 
harus dengan bukti periksa kehamilan baik dari bidan atau dokter 
sebagi bukti pendukung itu alasan mendasarnya. Wajib dinikahkan 
Kalau didalam islam dinikah kan itu  jangan dibiarkan bayi lahir tanpa 
orang tua kan tanpa bapak, selain hamil juga ada yang mendesak sekali 
seperti pergaulan bebas juga mendesak yang istilahnya menyalahi etika 
norma agama, hokum, itub ada di undang-undang nomor 1 apabila 
menyalahi etika norma hokum dan agama, jadi itu alasan alasan 
mendesaknya”.
 
kemudian dia menyalahi etika, menyalahin norma 
hokum, menyalahi agama ya itu aja artinya secara kita alasan kita 
keyakinan kita juga bersamaan dengan kemauan undang-undang begitu 
aturan yang ada itu aja, macam-macam kan kategorinya mendesak.
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Menurut Ibu WR sebagai Hakim Pengadilan Agama Palangka 
Raya, karena dalam keadaan mendesak walaupun umurnya masih 
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 Wawancara engan IS sebagai Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya, Pukul 10.05 





dibawah umur 19 tahun namun melihat kembali kepentingan dan status 
bayi kemudian mengkaji alasan yang lain dari kesiapan mental dan fisik 
tidak ada paksaan dan tekanan. Dan alasan mendesak bukan berarti 
mengharuskan hamil terdahulu kemudian mengajukan dispensasi kawin 
tentunya hal seperti itulah takut hubungan terlampau jauh . 
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut : 
Alasannya karena ada itu alasan mendesak itu meskipun 
umurnya masih kurangkan karena alasan mendesak maka kita kasih 
dispensasi diantaranya hamil, mau ngga mau kan kita harus 
mengabulkan dan kita juga mengkaji dari orangnya kaliatan siap ngga 
dan nggak boleh karena dipaksa juga juga harus mengedepankan 
kepentingan anaka juga dan orang tua juga berkomitmen menanggung 
itu semua soalnya kan anak yang masih dibawah umur 19 tahun kan 
secara itu kan masih undang-undang kana da begini harus minimal 19 
tahun kana da alasan mungkin secara produksi dia belum siap 
emosional juga begitu ekonomi juga begitu ya kurang siap Cuma 
karena ada alasan mendesak itu maka dikabulkan hars ada komitmen 
dari orang tua mau menannggung juga, da nada juga yang belum hamil 
ada Cuma dia emang sudah terlampau jauh terus melakukan hubungan 
sekali aja kan nga seperti orang biasa gitu hawatir akan hamil juga dari 
pengakuan dia juga bisa kan melanggar norma agama dan bangsa terus 
menerus melakukan hal hala yang dilarang agama.
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Menurut bapak MA. sebagai Hakim, adalah tentunya yang 
megajukan Dispensasi Kawin karena jelas belum mencapai umur 19 
tahun baik dengan kasus hamil atau pun tidak, bisa saja dikabulkan 
dengan alasan mendesak dengan alasan hukum dan bukti yang kuat dan 
yang paling jelas adalah karena adanya bukti pendukung yang kuat dan 
kesungguhan kemampuan dan keinginan tidak ada paksaan dan tekanan 
apalagi masalah hamil adalah mut‟ah da mutlak di berikan dispensasi 
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karena yang belum hamil pun bisa dengan beberapa pertimbangan 
mental fisik dan ada bukti yang kuat. 
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Itu salah satu aja sebenarnya juga tidak harus hamil tidak hamil 
pun bisa aja mengajukan dispensasi kawin baik laki-laki maupun 
perempuan kan yang jelas belum mencapai umur 19 tahun didalam 
penelitian dibatasi karena hamil inikan khusus untuk perempuan semua 
inikan sebenarnya dispensasi kawin itu tidak harus hamil barus 
dikabulkan orang yang tidak hamil pun bisa aja dikabulkan kalau ada 
alasan hokum dan bukti bukti alasan mendesak untuk menguatkan 
yang jelas belum sampai umur 19 tahun untuk mengajukan. Dan bisa 
saja sudah terlalu akrab ada yang sampai bertahun tahun dari pada 
kekhawatiran melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maka orang 
tuanya mengajukan permohonan mengajukan kawin dan usianya belum 
sampai 19 tahun ada bukti ada kesungguhan ada kemampuan dan 
keinginann kemudian tidak ada paksaan kalau masalah hamil itu alasan 
mutah makanya orang tidak hamil pun artinya calonnya juga 
bersungguh sungguh sudah ada pekerjaan dan sebagainya artinya kita 
mengabulkan itu ada bukti ada kesungguhan ada keinginan tidak ada 
halangan untuk dinikahkan gitu. 
120
 
Menurut bapak AH sebgai Hakim Pengadilan Agama Palangka 
Raya, bahwa pada dasarnya hakim mempertimbangkan segala alasan 
dan kasus yang diajukan pemohon adapun mendesak adalah multitafsir 
bagaimana hakim menafsirkan mendesak seperti halnya hamil duluan 
ketika mengajukan Dispensasi jadi tidak semata mata hamil dapat 
dijadikan mendesak, ketika pacaran sudah lamapun takutya akan 
melakukan hal-hal yang melanggar agama, norma hukum. sebuah fakta 
orang hamil kemudian meminta dispensasi seperti halnya dikaitkan 
dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan bahwa hal tersebut sudah 
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sangat mendesak sekali dikhawatirkan adalah orang akan berpikiran 




Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Alasan mendasar itu sebenarnya pemohon mengatakn ini 
berhubungan sudah 2 tahun ini sudah sekian lama pacaran kami 
hawatir terjadi macam-mcamkami hawatir itukan dari pemohon , 
hakim akan mempertimbangkan apa yang diajukan oleh pemohon , 
alasannya kan beda beda ini karena hamil ini alasannya karena kami 
berhubungan 2 tahun ini alasannya kami hawatir terjadi apa-apa itukan 
macam -macam dispensasi itu. hakim itu mempertimbangkan apa apa 
yang diajukan sebagai bukti oleh pemohon. sebenaranya keadaan 
mendesak itu anak A dan B ini sudah berhubungan sekian tahun ada 
kehawatiran ibu bapaknya nah kemudian dia juga sudah punya 
pekerjaan dia sudah layak kawin nah ini semuanya diterangkan oleh 
pemohon dan saksi nah tapi kalau kasus kamu itukan hakim bisa itu 
menjadikan alasan mendesak kehamilan itukan justru bisa ada yang 
menganggap bahwa bukan mendesak prinsipnya adanya undang 
undang itu untuk mengatur bukan untuk dimanfaatkan dispensasi 
ditolak memang ada si beberapa ahli hukum mengotak atik coba 
berikan solusi selain dispensasi selain dispensasi kalau itu menafsirkan 
melegalkan seolah olah itu nikah dibawah tangan kan nggak ada 
sedikitpun membuat undang-undang itu untuk seorang mengambil 
manfaat. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke pendapat dan sikap 




Menurut ibu ZH sebagai Hakim Pengadilan Agama Palangka 
Raya adalah pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin 
kemudian dan Hakim mempertimbangkan alasan dan bukti bahwa yang 
bersangkutan masih belum cukup umur untuk menikah yang sudah 
ditetapkan Undang-Undang yaitu 19 Tahun laki-laki dan perempuan.
 
Hakim mempertimbangkan bahwa perkara hamil harus dihadiri yang 
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bersangkutan baik laki-laki maupun perempuan dan keluarga masing-
masing artinya ada kehati-hatian dari hakim agar tidak terjadi kesalahan 
dalam pemberian Dispensasi Kawin kemudian melihat keadaannya baik 
dari kesiapan mental fisik  tidak ada paksaan tekanan dan diberikan 
penjelasan baik dari undang-undang dan hukum islam terkait alasan 
diberikan Dispensasi Kawin. 
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Mengabulkan dispensasi kawin yang pertama dasarnya adalah 
orang megajukan dulu ya kemudian dengan alasan bahwa yang 
bersangkutan masih dibawah umur dan biasanya pihak KUA itukan 
tidak mau menikahkan atau ditemulah jadi yangpertama tama itu 
adalah ada dasarnya dulu dari KUA artinya dia sudah mengajukan ke 
KUA untuk menikah tapi ditolak oleh KUA apalagi dia sudah hamil 
ada surat keterangan dari bidan atau puskesmas  atau rumah sakit yang 
menerangkan bahwa anaka ini sudah hamil itu ya, jadi, selain itu selain 
dari yang dua syarat utama itu ya yang lain lainnya “Biasanya didalam 
pertimbangan ini yang pertama itu memang yang menghamili adalah 
orang yang sudah diajukan juga jadi makanya itulah kenapa harus 
dihadirkan artinya kedua belah pihak keluarga itu dihadirkan baik 
pihak yang mengajukan biasanya kalau yang hamil orang tuanya dari 
sisi perempuan ya kemudian itu harus dihadirkan juga pihak laki-
lakinya karena dikhawatirkan kalau misalkan hanya sebatas dia kena 
getahnya orang makan nangkanya kan jadi memang itu kehati 
hatiannya harus dihadirkan jadi yang terkait dengan itu orang tua harus 
dihadirkan kemudian pertimbangannya mereka sudah dekat 





b. Bagaimana Kajian Hukum Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin 
Sebab Hamil yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka 
Raya ? 
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Menurut bapak MH sebagai Hakim Pengadilan Agama bahwa 
Indonesia tidak berlaku hukum pidana islam tetapi mempertimbangkan 
hukum Positif berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum 
Islam. selain berujuk pada Al-Quran dan Hadits dengan 
mempertimbangkan pula Undang-Undang Perkawinan yang 
membolehkan mengawini wanita hamil dengan ketentuan laki-laki 
tersebut juga yang menghamilinya. Dan menggunakan metode Qaidul 
Fiqhiyyah yang berbunyi “Menghilangkan kemadharatan lebih 
didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan” maksudnya 
adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan 
dengan yang membawa kemaslahatan.  
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Dalam kompilasi hokum islam pasal itu kajian yang secara 
tekstual kalau saya berargumen karena di Indonesia tidak berlaku 
hukum pidana islam argumentasi yang non yuridis tapi secara inti 
barangkali walaupun kompilasi masih dianggap sebagai dasar hokum 
apa tidak hokum lain tapi paling tidak kompilasi membolehkan karena 
membolehkan orang hamil maka mau tidak mau dispensasi itu ada 
peluang tidak semua orang hamil dinikahkan dan dispensasi brrti orang 
hamil ada peluang tuk kawin. hukum itu bisa berubah sesuai dengan 
perkembangan zaman dan waktu” hakim tidak bisa berbuat apa apa 
terkait undang undang karena hakim itu mengakkan menjalankan 
menafsirkan merasionalkan hakim bukan penguasa karena dia wakil 
tuhan salah satu kajian saya adalah karena didalam kompilasi hokum 
islam itu membolehkan kawin hamil maknya dibolehkan dispensasi 
kawin. Dengan alasan karena hokum pidana islamnya tidak berlaku.
 123
   
Kemudian yang kedua menurut bapak MR ialah lebih kepada 
kemaslahatan permasalahan tersebut dalam Qawaidul Fiqhiyyah “lebih 
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mementingkan menghindari mudharat itu lebih diutamakan dari pada 
mengambil kemaslahatan” walaupun ada beberapa perbedaan pendapat 
menikahkan perempuan yang sedang hamil , pada Pasal 53 ayat 1 KHI, 
“ Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang 
menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu 
kelahiran anaknya”.  
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Kalau untuk pertimbangan hukumnya biasanya kita memakai 
Kembali ke kemaslahatan tadi bahwa menghindari kemudharan itu 
lebih diutakan dari pada mengambil kemaslahatan artinya kita lebih 
mementingkan menghindari mudharat itu salah satu dalihnya kemudian 
yang kedua kita pakai pendapatnya ulama Syafi‟iyyah yang 
membolehkan lakil-aki yang menghamili menikahi perempuan yang 
menghamilinya kemudian terdapat dalam kompilasi hokum islam 
terdapat dalam pasal 53 juga menyebutkan bahwa laki-laki yang 
menghamili boleh menikahkan wanita yang dihamilinya.
124
 
Kemudian yang ketiga menurut Ibu IS, ialah beradasarkan 
hukum materiil pada Peradilan Agama pada pasal 53 Kompilasi Hukum 
Islam bahwa boleh menikahkan wanita yang sedang hamil asalkan laki-
laki tersebut yang menghamilinya. Walaupun banyak perbedaan tentang 
boleh atau tidaknya menikahi perempuan yang sedang hamil dengan 
mempertimbangkan keselamatan anak.   
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Kalau hamil dalam hokum materiil peradilan agama khususnya 
itu dibolehkan yang menghamili menikahi. jadi dinikahkan walaupun 
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dalam kondisi hamil walaupun mungkin ada beberapa mazhab yang 
tidak membolehkan menikahi wanita hamil tapi itu diabaikan karena 
kami mengikuti juga dalam kompilasi hokum islam yang merupakan 
hokum materiil pengadilan agama itu membolehkan dipasal 54 
kompilasi hukum islam, itukan sudah jelas bahwa pria bisa menikahi 
perempuan yang dihamili walau dalam keadaan hamil, dapat 
dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu lahirnya sianak , ini 
maksudnya kan untuk menyelamatkan si anak dalam kandungan itu 
kemudian menyelematkan dia ada bapak dan yang hamil pun ada 
tanggungan dari suami, makanya kita menggunakan kompilasi hokum 
islam kalau istilahnya diskresi diluar itu , artinya itu manfaatnya.
125
 
Kemudian yang ketiga menurut Ibu WR, seperti halnya kasus 
tersebut apabila kita sudah sanggup dan siap mental serta fisik “Wahai 
para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka 
menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih 
menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah 
karena puasa itu obat pengekang nafsunya” dan dengan berpegang 
teguh pada kompilasi hukum islam Pasal 53-54 bahwa orang yang 
hamil boleh dinikahkan dengan orang yang menghamilinya serta kaidah 
fiqih mendahulukan mencegah kemudharatan dari pada mengambil 
kemaslahatan.  
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Kalau udah seperti kasus tadi berarti mereka dianggap sudah 
mampu kan ada didalam hadits “Wahai para pemuda, barangsiapa yang 
sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih 
menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa 
yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat 
pengekang nafsunya” (HR. Bukhari no ) itu aja dan mencegah 
kemudharatan lebih dari mengambil kemaslahatan itu juga. Kalau saya 
sih juga berpegang teguh pada kompilasi hokum islam juga dalam 
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Kemudian yang ketiga menurut bapak MA, dalam hal ini jelas 
dalam Al-Qur‟an menganjurkan bagi yang belum menikah apabila 
sudah matang,mapan,mental dan fisik maka menikah sebagaimana 
sebuah hadist Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup 
menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan 
dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka 
berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam pun disebutkan menikahkan wanita hamil 
boleh saja asalkan yang menghamilinya karena pada dasarnya 
dispensasi akan diterima apabila memenuhi kriteria dan bukti 
pendukung yang kuat untuk menikah.  
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Yang jelaskan dilam Alqur‟an itu bagi yang membujang belum 
kawin memang dianjurkan apabila ada keinginan dan kemampuan 
Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka 
menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih 
menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka 
berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari) 
untuk kemaslahatan apabila dia bersungguh mengajukan nikah 
mengajukan ke KUA apabila belum mencapai usia maka ditolak tapi 
apabila sudah mencapai usia dan persyaratyan tidak ada halangan 
sebanranya tapi bagi yang dibawah untuk mengajukan juga 
berdasarkan bukti kan bila ada bukti bisa dikabulkan ada kesungguhan 
ada kemampuan, dalam fiqih tu bisa aja menikah dengan orang yang 
menghamili bisa tapi semnetara dia belum mencapai usia 19 tahun kan 
makanya dia mengajukan dispensasi maka pengadilan mengabulkan 
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bukti di persidangan boleh kemaslahatan untuk aib dan sebagainya dan 
tidak ada paksaan dari lakilaki ataupun perempuan.
127
   
Kemudian yang ketiga menurut bapak AH, dalam kaitan hamil 
pilihan hukum sudah ada bagaimana tugas Hakim mempertimbangkan 
dengan kasus tersebut karena pada dasarnya hakim mengutamakan asas  
lebih baik mengambil utuk mencegah mudharat dari pada mengambil 
kemaslahatan.tentunya juga harus ada komitmen antara kedua belah 
pihak keluarga agar tidak cenderung hanya untuk menyelamatkan calon 
bayi  melalui beberapa kesepakatan administratif.  
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Jadi dalam kaitan hamil ini kalau ada pilihan pilihan hokum itu 
sudah biasa mengahadapi ini boleh yang ini tidak itukan tinggal hakim 
mau memilih yang mana tetapi dalam kaitan hamil biasanya hakim itu 
lebih baik mempertimbangkan asas manfaat mudharat tentu saja ini 
dikaitkan dengan bukti lain jadi maksud saya seperti ini kalau hamil itu 
boleh jadi A hamil dengan pasangan B hamil boleh jadi akan berbeda 
mengambil keputusan sebab kita kalau mendispensasikan kawin 
kepada seseorang pertimbangan yang paling mendesak itu jadi seluruh 
hakim itu kalau memberi keputusan khususnya dispensasi 
dikumpulakn alat bukti maknya satu kasus dengan kasus lain.
128
  
Kemudian yang ketiga menurut ibu ZH, memang dalam fikih 
terjadi perbedaan pendapat terkait menikahi wanita yang sedang hamil 
namun hakim mepertimbangkan dan menyelematkan kepentingan dan 
kemaslahatan si anak dalan kandungan sebagaimana dalam kaidah 
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“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh 
kemaslahatan”  
Adapun rekaman hasil rekaman wawancara secara mendalam 
dengan Responden sebagai berikut: 
Ketetapan itu tadi kemudian sudah ada buktinya dan ada i‟tikad 
baik dari pihak keluarga artinya memang sebanarnya inikan niatnya 
mau menyelamatkan si anak nya nah kita dari kajian fikih sebenarnya 
memang ini ya ada beberapa hakum mengatakan ini sekian bulan ada 
yang tidak bisa itu semata mata hanya untuk menyelamatkan sia anak 
nya saja karena nantinya itukan pengadilan tidak menutup kalau 
misalnya dia belum hamil apakah dia sebenarnya niat kalau aku sih 
sebenarnya ngga pernah yang penting kitakan sudah punya i;tikad baik 
hakim itu bisa melihat apakah menikahkan anak ini karena apa nah 
macam2 sih kalau memang belum ya kasih pencerhan anaknya ya 
sabar dulu kerja dulu cari penghasilan dulu atau gimana2 nanti 
tunggulah kalau sudah 19 tahun tapi kalau sudah tidak bisa dinasehatin 
kan ni anak kan ada yang mau ada yang tidak gitu artinya orang tua 




2. Pembahasan dan Temuan Hasil Penelitian  
Dalam pembahasan Hasil penelitian tentang Analisis Pertimbangan 
Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Sebab Hamil Sesuai Pasal 7 
Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya). Yang 
dilakukan dengan wawancara dengan para Responden atau Hakim 
Pengadilan Agama Palangka Raya dapat ditarik kesimpulan sebagai 
sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan 
dispensasi kawin sebab hamil dengan alasan “Mendesak” yang 
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merupakan pengecualian dari Revisi UUP Pasal 7 ayat 1 No. 16 Tahun 
2019 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 
mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun “
130
 Antisipasi 
dispensasi kawin pada Revisi UUP pasal 7 ayat 2 no 16 Tahun 2019 
diperuntukan bagi pasangan dibawah umur yang berada pada kondisi 
darurat maka pemohon sebagai orang tua menggunakan alasan khawatir 
terjadinya perzinahan lebih jauh karena sebab hamil dengan 
mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan pada anak dalam 
kandungan tersebut. 
Adanya Pemberian Dispensasi dengan alasan mendesak sudah 
keluar dari konteks darurat. Karena kehamilan akibat perbuatan zina, 
yang diperoleh hanyalah menutupi rasa malu dan aib bagi pelaku 
maupun buat keluarga. Serta demi menghindarkan stigma negatif di 
masyarakat, tak jarang kedua insan pelaku zina tersebut dinikahkan. Hal 
tersebut hanya untuk keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar 
kehidupan menjadi nyaman dan lebih mudah Dengan istilah lain adalah 
keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada 
dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan. 
Alasan mendesak untuk mencapai maslahah ini adalah maslahah 
Tahsiniyat yaitu yang bersifat menunjang peningkatan martabat 
seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya. kemaslahatan 
yang menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan 
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yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maslahah ini, seseorang dapat 
menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam 
memenuhİ maslahah İni tidak mengakibatkan rusaknya tatanan 
kehİdupan dan hubungan antar sesama manusİa serta tidak 
menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia. Artinya 
hal tersebut karena yang diperoleh hanyalah aib, baik pelaku maupun 
buat keluarga. demi menghindarkan stigma negatif di masyarakat. 
Menyelamatkan status anak. dimana tidak terwujudkan 
keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan 
mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, 
tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau khawatir 
akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh 
kehormatan, akal, hartanya. 
Menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan 
untuk mencapai kemashlahatan, yaitu: 
Pertama: Dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada 
atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak 
terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan 
perlindungan al-dharuriyyat ini dalam buku ushul fiqh, termasuk as-
Sythibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta 
serta perlindungan yang diperlukan untuk: Keselamatan agama 
(ketaatan ibadah kepada Allah SWT); Keselamatan nyawa 





atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia); Terjaga dan 
terlidunginya harga diri dan kehormatan seorang dan keselamatan serta 




Kelima dharuriyyat tersebut hal yang mutlak harus ada pada diri 
manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan 
segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt 
melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau 
mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala 
perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok 
itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala 
perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu 
adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu 
mengandung kemaslahatan bagi manusia.
132
 Bila salah satunya tidak 
ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang 




 Kedua: Kebutuhan hajiyyat ialah kebutuhan - kebutuhan 
sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai 
mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan 
kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai 
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ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi 
yang membedakan al-dharuriyyah dengn al-hajiyyah adalah 
pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, 
keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta 
menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. 
Contohnya dalam bidang ibadah ialah syariat islam menetapkan 
hukum-hukum yang dapat memberikan keringanan (rukshah) seperti 
membolehkan orang musafir dan lain-lain melakukan shalat qasar 
(menyingkirkan shalat 4 rakaat menjadi 2 ). 
Ketiga: At - Tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan 
dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan 
lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih 
lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan 




2. Analisis Kajian Hukum pemberian dispensasi kawin sebab hamil 
dengan alasan mendesak oleh Hakim berdasarkan kaidah fiqih 
“Menghindari kerusakan/kejahatan harus lebih diuatamakan dari pada 
meraih kebaikan”. maksudnya adalah apabila berbenturan antara 
menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa 
kemaslahatan. Artinya dalam kasus tersebut hakim mepertimbangkan 
keselamatan  kepentingan dan kemaslahatan si anak/bayi dalam 
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kandungan tersebut serta berdasarkan pada Undang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) bahwa pada Pasal 53 ayat 1 KHI: “Perkawinan wanita 
yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat 
Kemudian dalam hadits seperti halnya kasus tersebut apabila kita sudah 
sanggup dan siap mental serta fisik Rasulullah bersabda: “Wahai 
para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka 
menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih 
menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah 
karena puasa itu obat pengekang nafsunya”  
Persoalan diatas dalam hal ini disebut sebagai Maslahat 
tahsiniyyah. Artinya  maslahat yang bersifat menunjang peningkatan 
martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya. 
kemaslahatan yang menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas 
dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maslahah ini, 
seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan 
seseorang dalam memenuhİ maslahah İni tidak mengakibatkan 
rusaknya tatanan kehİdupan dan hubungan antar sesama manusİa serta 
tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia. 
Dengan diberikannya dispensasi kawin ahirnya pelaku dan pihak 
keluarga tidak menanggung saya malu karena aib tidak terbuka serta 





Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau 
tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahah 
terbagi menjadi tiga macam, yaitu : 
Pertama: Maslahat al-mu‟tabarah Yang dimaksud dengan al-
maslahat al-mu‟tabarah adalah maslahat yang keberadaanya diakui oleh 
syariat dan mempunyai dalil yang jelas yang memayungi dan menjadi 
pijakan dasarnya.
135
  Maslahah ini dapat diidentifikasi melalui analisis 
dalil yang menjadi pijakannya. Maslahah Al-Mu 'tabarah yaitu al-
maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh 
dalil (Nash) yang spesifik. Sebagai contoh : terdapat norma bahwa İsteri 
yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh 
suamİnya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 
Kedua: Maslahah Al-Mulghah 
Maslahah Al-Mulghah yaitu maslahah yang tidak diakui oleh 
syara', bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syara'. Sebagaimana 
ilustrasi yang menyatakan opini hükum yang mengatakan porsi hak 
kewarisan laki-laki harus sama beşar dan setara dengan porsi hak 
kewarİsan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat 
kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang 
mengandung maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 
digariskan oleh Allah SWT, sehingga maslahah yang seperti inilah yang 
disebut dengan Maslahah Al-Mıılghah. 
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Ketiga: Maslahah Mursalah  
Maslahah Mursalah yaitu maslahah yang tidak diakui secara 
eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh 
syara' , akan tetapi masih sejalan secara substansinya dengan kaidah 
kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum 
perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
136
 
Menurut al-Syatibi maslahat mu‟tabarah dapat dibedakan kepada 
tiga macam: 
Pertama: daruriyyat adalah maslahah yang bersifat esensial bagi 
manusia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah maslahah yang 
berhubungan dengan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
Kedua: Maslahah hajiyyat adalah maslahah yang dapat menghindari 
manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Maslahah Hajiyat jika 
seandainya tidak terpenuhİ maka tidak sampai mengganggu 
kelayakan. Contoh sederhana dari maslahah hajİyat yaİtu Allah SWT 
telah memberikan keringanan keringanan dalam beribadah 
dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh 
sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah 




 Ketiga: Maslahah tahsiniyyah adalah maslahat yang bersifat 
menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan 
                                                             
136
 Muhammad bin Husain bin Hasan AI-Jizani, Mu 'alim Usul AI-Fiqh, (Riyad: Dar Ibnu 
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 129 
137





dihadapan Tuhannya. kemaslahatan yang menjadikan kehidupan 
manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan 
memenuhi maslahah ini, seseorang dapat menempati posisi yang 
unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhİ maslahah İni 
tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehİdupan dan hubungan antar 




Pergeseran fungsi kawin ini menimbulkan kekhawatiran akan 
semakin banyak anak dibawah usia menikah  yang mengajukan dispensasi 
kawin dengan menggunakan alasan hamil sebelum nikah. Maka tidak 
heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka peluang 
untuk perkawinan dibawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat 
pergaulan yang terlalu keras. Akibat pergaulan bebas akhirnya berujung 
perzinahan membuat lagi-lagi hakim harus memutuskan untuk 
mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum 
kemaslahatan. 
Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, pemohon sebagai 
orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau 
pergaulan yang lebih jauh serta menggunakan alasan hamil sebelum 
menikah”. Hal itu tidak akan terjadi apabila orang tua bertanggung jawab 
penuh untuk mengontrol dan mengarahkan anaknya samapai anak itu 
dewasa dan siap mental, materiaal serta fisik untuk menikah. Sebagaimana 
                                                             
138
 Abu Ishak al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Jilid II, (Cet. I; Mamlakah al-„Arabiyah 





Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 
yang dimana hakim betul-betul mempertimbangkan hak anak untuk terus 
hidup tumbuh, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
dan memperoleh pendidikan yang layak serta berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan..  
Selain itu perkawinan dibawah umur juga memiliki banyak resiko 
bagi keluarga yang dibangun kelak, juga kesehatan mental dan jasmani 
para calon suami istri, diakibatkan kurangnya kesiapan. Disinilah tugas 
pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat akan akibat melakukan pernikahan di usia dini. 
Penyuluhan kepada masyarakat ini meliputi segala aspek, diantaranya dari 
segi sosiologi, psikologi, kesehatan dan hukum. Akan tetapi peran orang 
tua dewasa ini mengalami penurunan. Pengawasan dan arahan orang tua 
terhadap pergaulan muda-mudi sangat diperlukan.  
Terlepas dari apa yang menjadi sebab dan penyebab dispensasi 
kawin tersebut, pemerintah adalah kepanjangan tangan dari negara 
mempunyai peranan dan kepentingan dalam mengatur kependudukan 
warganya, terkait dengan itu didalamnya adalah masalah perkawinan, 
kelahiran dan kematian. Administrasi kependudukan terkait langsung 
didalamnya masalah perkawinan, disamping pencatatan perkawinan itu 






Dengan adanya data penetapan 15/Pdt.P/2020/PA.Plk, 
11/Pdt.P/2020/PA.Plk, 97/Pdt.P/2020/PA.Plk tentang dispensasi kawin 
karena hamil, hal ini menunjukan bahwa majelis hakim menyadari 
perlunya menganalisis kembali kaidah-kaidah daruriyah dan maslahah 
agar kedepan keputusanpemberian dispensasi kawin sebab hamil bukan 
bagian dari mendesak atau darurat. Dan disisi lain hakim tidak berdaya 
dalam menghadapinya bahkan tidak ada upaya meminimalisir angka 
dispensasi kawin tersebut. Mengingat perkara dispensasi kawin termasuk 
dalam bentuk permohonan perdata (Voluntaire) dimana hakim bersifat 
pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar 

































Berdasarkan penelitian yang dialkukan penulis, maka dapat 
disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Alasan mendasar Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi 
kawin diperuntukan bagi pasangan sebab hamil serta dibawah umur yang 
berada pada keadaan mendesak atau darurat, serta mendahulukan 
kepentingan dan keselamatan si anak dalam kandungan.  
Namun dispensasi kawin sebab hamil sebagai alasan mendesak 
atau darurat dalam hukum islam termasuk keperluan perlindungan At-
Tahsiniyat. Dengan istilah lain adalah semua keperluan dan perlindungan 
yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, 
mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu 
seterusnya. Artinya dalam hal tersebut Karena semata mata  yang 
diperoleh hanyalah aib, baik kepada si pelaku maupun buat keluarga. demi 
menghindarkan stigma negatif di masyarakat.  
2. Analisis Kajian Hukum dalam memberikan dispensasi kawin Sebab Hamil 
sebagai alasan bahwa kata “mendesak” mengutamakan asas kaidah fiqih: 
“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh 
kemaslahatan” serta berpedoman terhadap Pasal 53 ayat 1 dalam 
Kompilasi Hukum Islam pun disebutkan “seorang perempuan yang hamil 





Namun dalam hal ini karena mendesak atau dharuryat ialah 
kebutuhan yang harus ada. Bila tingkat kebutuhan ini tidak 
terpenuhi,datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang 
menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau 
sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, 
dan yang bertalian dengannya. Maka dalam kasus dispensasi kawin sebab 
belum sampai kepada ancaman keselamatan baik dari bayi dalam 
kandungan atau ibu yang sedang menghamilinya.  
B. Saran 
Setelah penulis memberikan kesimpulan sebagaimana yang telah 
diuraikan diatas, maka selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa saran-
saran yang berhubungan dengan pemberian dispensasi di Pengadilan Agama 
Palangka Raya, yaitu sebagai berikut : 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi suatu penambahan 
pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang 
dispensasi kawin, serta dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah 
untuk membuat atau merelavansi peraturan tentang dispensasi kawin dan 
perzinahan bagi laki-laki dan perempuan yag belum menikah. 
2. Penelitian ini dapat membuka penelitian baru bagi para akademisi, agar 
mengakaji lebih mendalam tentang masalah dispensasi kawin dan 
perzinahan. 
                  
                                                        
 
